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a. Tanggal Audit : 5 – 11 April 2023 
b. Metode : Onsite Audit 
c. Kriteria Audit yang 

Digunakan 
: 1) Lampiran 1.2 Kepdirjen PHPLNo.SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 

tentang Standar Penilaian Kinerja PHPL Pada Pemegang IUPHHK-HA 
2) Lampiran 2.2 Kepdirjen PHPL No.SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 

tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUPHHK-HA 
 

I. IDENTITAS LPVI 

 

1. Nama LPVI : PT TRUSTINDO PRIMA KARYA 

2. Nomor Akreditasi : LPVI-017-IDN 

3. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1 

Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda 

4. Nomor Telpon 

Email 

: 0541-747798 

trustindoprimakarya@gmail.com  

5. Direktur : Ir Kurnia, IPU 

6. Tim Audit : a) Ir. Wasis Kuncoro (Auditor PHPL Sosial/merangkap Ketua Tim Audit) 

b) Amin Pujiyanto, S.Hut (Auditor PHPL Prasyarat dan VLK Hutan) 

c) Wuri Pratini Hawiati, S.Hut (Auditor PHPL Produksi) 

d) Mahardika Larasati, S.Hut  (Auditor PHPL Ekologi) 

7. Pengambil 

Keputusan 

: Ir Kurnia, IPU 

 

II. IDENTITAS AUDITI 

1. Nama Unit Manajemen : PT NARKATA RIMBA 

2. Alamat Kantor : Jl Pelita Komplek Pesona Mahakam Ruko No. 09 Harapan Baru Loa 

Janan Ilir Samarinda Seberang, Kelurahan Harapan Baru Kecamatan Loa 

Janan Ilir Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur. 

3. Jenis Izin Usaha : Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)-HP Hutan Alam 

4. SK PBPH : No. 116/Menhut-II/2014, tanggal 30 Januari 2014 Jo.  No. SK. 

527/MENLHK/SETJEN/HPL.0/8/2021 Tanggal 30 Agustus 2021 

5. Luas dan Lokasi  : ±65.925  Hektar di Kab. Kutai Timur  Prov. Kalimantan Timur 

6. Pengurus Perusahaan : Direksi : 

- Halim Rusli (Direktur Utama) 

- Ir. Andreas Nugroho Adi (Direktur) 

- Hendro Rusli (Direktur) 

 Komisaris : 

- Drs. Widjaya Karli 

7. Nama MR Auditee : Limpat Suharto, S Hut  
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III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN PENILIKAN KE-2 S-PHL 

 

1. Koordinasi dengan instansi kehutanan SEBELUM penilaian 

Waktu : 5 April 2023 

Tempat : Samarinda 

Ringkasan 

Catatan 

 

: a) Koordinasi dilakukan dengan Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur dan 

BPHL Wilayah XI Samarinda. 

b) Hasil pelaksanaan koordinasi dicatat menggunakan form P01-3.9 Rev.1 

13/1/2021, memuat saran dan masukan dari masing-masing instansi serta 

informasi tambahan lainnya terkait auditee. 

 

2. Pertemuan Pembukaan 

Waktu : 6 April 2023 

Tempat : Ruang Meeting PBPH PT Narkata Rimba KM 62 

Ringkasan 

Catatan 

 

: a) Dihadir MR dan personil PT Narkata Rimba yang ditugaskan mendampingi 

auditor. 

b) Auditee memahami dengan baik tujuan audit, kriteria audit yang digunakan dan 

ketentuan-ketentuan lainnya serta dapat melaksanakan audit sesuai timeline 

kegiatan audit yang ditetapkan. 

c) Pertemuan Pembukaan dibuatkan BAP dan Daftar Hadir menggunakan form 

P01-3.11 Rev.1 13/1/2021. 

 

3. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan 

Waktu : 6 - 10 April 2023 

Tempat : Basecamp, Areal PBPH PT Narkata Rimba 

Ringkasan 

Catatan 

 

: a) Pengumpulan data audit meliputi dokumen dan implementasinya di lapangan 

pada rentang waktu: 

- 24 (dua puluh empat) bulan terakhir untuk indikator dan kriteria prasyarat, 

produksi, ekologi dan sosial standar penilaian kinerja PHPL; dan 

- 24 (dua puluh empat) bulan untuk standar verifikasi legalitas Kayu 

b) Audit dilakukan dengan cara tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan 

secara sampling kesesuain fisik atau lokasi kegiatan dengan pelaporan. 

c) Bukti audit yang terverifikasi dan analisis kesesuiannya dengan norma 

kematangan/pemenuhan verifier serta nilai yang diberikan, dicatat 

menggunakan form checklist audit, masing-masing form P01-3.12.a 

(Prasyarat), P01-3.12.b (Produksi), P01-3.12.c (Ekologi), P01-3.12.d (Sosial), 

dan  P01-4b.09a (standar VLK). 

 

4. Pertemuan Penutupan 

Waktu : 10 April 2023 

Tempat : Ruang Meeting PBPH PT Narkata Rimba KM 62 

Ringkasan 

Catatan 

 

: a) Dihadir MR dan personil PT Narkata Rimba yang ditugaskan mendampingi 

auditor. 

b) Tim auditor menyampaikan hasil penilaian kinerja PHPL baik pada indikator dan 

kriteria standar kinerja PHPL maupun verifier penyusun standar VLK, beserta 

kesimpulan audit dan penerbitan Catatan Ketidaksesuaian nya.  
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c) Auditee menyetujui hasil penilian beserta temuan ketidaksesuaianya, dan 

menandatangani dokumen:  

- Berita Acara Pelaksanaan menggunakan form P01-3.15; 

- Kesimpulan Audit menggunakan form P01-3.13; dan 

- Catatan Ketidaksesuaian menggunakan form P01-3.14. 

 

5. Koordinasi dengan instansi kehutanan SETELAH penilaian 

Waktu : 11 April 2023 

Tempat : Samarinda 

Ringkasan 

Catatan 

 

: a) Koordinasi dilakukan dengan Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur dan 

BPHL Wilayah XI Samarinda. 

b) KTA melaporkan jalannya proses audit, tindak lanjut saran dan masukan yang 

diperoleh saat pertemuan awal, kesimpulan sementara hasil audit dan tahapan 

kegiatan sertifikasi selanjutnya. 

c) Hasil koordinasi dicatat menggunakan form P01-3.9  

 

6. Pengambilan Keputusan 

Tanggal : 3 Mei 2023 

Keputusan 

Penilaian 

 

: a) PT Narkata Rimba dinyatakan telah LULUS penilaian kinerja PHPL dengan 

predikat BAIK (nilai akhir kinerja PHPL mencapai 81,82% tanpa verifier 

dominan bernilai Buruk dan MEMENUHI standar VLK). 

b) Status S-PHL PT Narkata Rimba dapat dipertahankan. 
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IV. RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHL 

1. STANDAR PENILAIAN KINERJA PHPL PADA IUPHHK-HA 

A. KRITERIA PRASYARAT 

1. Indikator 1.1 :  

Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA 

1. Verifier 1.1.1 : Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP/ SK IUPHHK- HA, Pedoman 

TBT,/Rencana Penataan Batas dan Peta Kerja Rencana TBT, Instruksi Kerja TBT, Buku TBT, Peta 

TBT, BATB, SK Penetapan Areal Kerja dan Peta Penetapan Areal Kerja). 

Bobot : Co-Dominan 

Nilai : BAIK 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Izin HPH PT Narkata Rimba diperoleh pada tahun 1990 dengan SK HPH No. 141/Kpts-II/89 

tanggal 28 Maret 1989 dan Addendum SK No. 663/Kpts-II/1990 tanggal 13 Oktober 1990 untuk 

areal seluas ± 68.000 Ha di Kecamatan Wahau Kabupaten Kutai Timur. Izin perpanjangan 

melalui Keputusan No. SK. 278/MENHUT-II/2008 tanggal 12 Agustus 2008 dengan luas + 

41.540 Ha. Terdapat addendum SK No. SK. 116/MENHUT-II/2014 tanggal 30 Januari 2014, 

sehingga luas berubah menjadi   65.925 Ha. SK dilengkapi dengan Lampiran Peta skala 1 : 

100.000. Terdapat SK KemenLHK No. SK. 527/MENLHK/SETJEN/HPL.0/8/2021 tanggal 30 

Agustus 2021 tentang Perubahan Nomenklatur bahwa nomenklatur IUPHHK-HA berubah 

menjadi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH). SK ditandatangani oleh Menteri 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Siti Nurbaya. Terdapat Akta Pendirian 

No. 8 tanggal 13 Juni 1978 oleh Notaris Mohamad Ali SH di Jakarta dan  mendapat Pengesahan 

Menteri Kehakiman RI No 502 Tahun 1979 dan dicatat pada lembaran Negara RI No 74 tanggal 

14 September 1979. Akta Perubahan (terakhir) No. 27 tanggal 27 April 2022 oleh Notaris Dyah 

Ayu Ambarwati, SH. MKn. Akta Perubahan telah diberitahukan ke Kemenkumhan dan telah 

diterima dan dicatat dengan No. AHU-AH.01.09.0016652 tanggal 30 Mei 2022. Terdapat NIB 

Berbasis Resiko No. 9120009401802, diterbitkan di Jakarta pada tanggal 10 April 2019, 

dokumen yang ada saat ini merupakan Perubahan Ke-4 tanggal 29 Desember 2022. 

NPWP No. 01.408.880.1-725.000. Dokumen administrasi tata batas Laporan TBT No 1530 

Tahun 2011, berupa Laporan pengukuran dan penataan batas sendiri sepanjang 34.278 M. 

Sisanya sepanjang 111.189 M belum ditata batas (tatabatas rekonstruksi yang sebagian 

mengacu kepada hasil TBT No. 221 Tahun 1986 dan TBT No 585 Tahun 1992). Dokumen 

Rencana Penataan Batas No. 74/KUH-2/IUPHHK-HA/2015 tanggal 20 Maret 2015. 

2. Verifier 1.1.2 : Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB). 

Bobot : Dominan 

Nilai : SEDANG 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Ralisasi penataan batas areal PT Narkata Rimba sebelumnya sudah temu gelang dan telah 

dikukuhkan dengan SK Menteri Kehutanan No. SK. 443/Menhut-II/2012 tanggal 9 Agustus 2012 

dengan areal seluas 42.356,40 Ha, namun karena ada penambahan luas areal sesuai dengan 

SK Addendum IUPHHK-HA No. SK.116/Menhut-II/2014 tanggal 30 Januari 2014 menjadi 

65.925 Ha, maka tata batas areal PT Narkata Rimba menjadi tidak temu gelang dan terhadap 

realisasi penataan batas yang sudah lama dilaksanakan (Lap. TBT No. 221 Tahun 1986 dan 

Laporan TBT No. 585 Tahun 1992) diwajibkan kembali untuk dilakukan rekonstruksinya. 

Dengan demikian sampai dengan kegiatan Penilikan ke-2 realisasi penataan batas yang 

dilakukan sepanjang 34.278 m dari rencana sepanjang 145.467 m atau terealisasi sebesar 

23,56 %. 

3. Verifier 1.1.3 : Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB / Peta SK IUPHHK) 

Bobot : Dominan 
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Nilai : BAIK 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Di areal kerja PT Narkata Rimba tidak ada konflik batas dengan pihak lain. PT Narkata Rimba 

memiliki dokumen monitoring dan identifikasi konflik sesuai dengan laporan identifikasi dan 

resolusi konflik yang disusun berdasarkan ketentuan Perdirjen PHPL No. 

P.5/PHPL/UHP/HPL.1/2/2016 yang telah dilaporkan instansi terkait dengan kesimpulan status 

konflik di tingkat kasus sebesar 26,81% masih berada pada Status Aman (0% - 36%). PT 

Narkata Rimba memiliki Struktur Organisasi Penanganan Konflik sesuai Surat Keputusan Camp 

Manajer No. 001/NR-CW/SK.CSR/VII/2022 tanggal 5 Juli 2022. Dari Hasil Penfsiran Citra 

Landsat Liputan 30 Mei 2022 diketahui bahwa di areal Fungsi Kawasan Hutan yaitu pada Hutan 

Produksi terdapat areal Semak seluas 345 Ha dan Lahan Terbuka seluas 121 Ha. 

4. Verifier 1.1.4 : Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. (Apabila tidak ada 

perubahan fungsi maka verifier ini menjadi Not Aplicable). 

Bobot : Co-Dominan 

Nilai : TIDAK DITERAPKAN (N/A) 

Ringkasan 

Justifikasi 

: Pada periode Penilikan 2 di areal kerja PBPH PT Narkata Rimba tidak terdapat perubahan fungsi 

kawasan dan arealnya berada pada kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Kawasan Hutan 

Produksi Tetap sehingga verifier ini tidak diterapkan. 

5. Verifier 1.1.5 : Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan. (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar 

sektor Kehutanan maka verifier ini menjadi Not Aplicable). 

Bobot : Co-Dominan 

Nilai : TIDAK DITERAPKAN (N/A) 

Ringkasan 

Justifikasi 

: Pada periode Penilikan 2 di dalam areal kerja PBPH PT Narkata Rimba tidak terdapat 

penggunaan areal di luar sektor kehutanan. 

6. Verifier 1.1.6  Penyelesaian konflik tenurial kawasan di areal IUPHHK 

 Bobot  Dominan 

 Nilai  BAIK 

 Ringkasan 

Justifikasi 

 

 Dari Hasil Penfsiran Citra Landsat Liputan 30 Mei 2022 diketahui bahwa di areal Fungsi 

Kawasan Hutan Produksi terdapat areal Semak seluas 345 Ha dan Lahan Terbuka seluas 121 

Ha. Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan wawancara diketahui bahwa pada areal kerja PT 

Narkata Rimba yang berhutan/areal produksi kayu maupun areal lainnya diketahui seluruhnya 

berada pada penguasaan kelola PT Narkata Rimba seluas ±65.925 Ha (100%). 

Nilai Kinerja 

Indikator 1.1 

: BAIK dengan nilai mencapai 90,48 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk  

 

2. Indikator 1.2 :  

Komitmen Pemegang IUPHHK-HA 

1. Verifier 1.2.1 : Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL serta 

Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan 

Bobot : Co-Dominan 

Nilai : BAIK 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT Narkata Timber memiliki Visi dan Misi yang ditandatangani oleh Direktur Utama  pada 

tanggal 08 Oktober 2013.  Visi yaitu “Mempertahankan  status  “well  managed  tropical  

natural  forest”  sebagai  dampak  penerapan “responsible tropical natural forest 

management” pola FSC dan pola nasional, misi perusahaan yaitu mematuhi semua ketentuan 

peraturan perundang-undangan Pemerintah RI, mematuhi prinsip, kriteria dan indikator FSC 
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dan PHPL, menjamin delineasi kawasan kelola hutan, meliputi kawasan milik masyarakat adat, 

menghargai dan menghormati hak-hak dan kewajiban masyarakat adat, membangun situasi 

yang saling menguntungkan bersama masyarakat setempat, menghargai hak-hak pekerja, 

karyawan dan kontraktor, mencapai manfaat seimbang dari hutan, meminimumkan dampak 

lingkungan negative dari kelola hutan, merumuskan rencana manajemen yang dapat dicapai, 

melakukan pemantauan dan evaluasi rencana untuk menyesuaikan dengan perubahan dan 

melaksanakan dengan sungguh-sungguh kelola hutan dengan NKT. Visi dan misi telah sejalan 

dengan kerangka PHL, visi dan misi telah disosialisasikan pada Sosialisasi Visi, Misi kepada 

karyawan tanggal 15 April 2021 dilengkapi dengan foto dokumentasi dan daftar hadir karyawan 

sebanyak 31 orang. Sosialisasi terpadu  RKT Tahun 2021 dan visi misi pada tanggal 17 Februari 

2021 kepada masyarakat yaitu Kepala Desa Benhes beserta Sekdesnya, Kepala Desa Deak Lay, 

Kepala Adat Dea Beq dan DPD Desa Deak Beq, Kepala Desa Deak Beq, Pj Kepala Desa Muara 

Wahau serta Camat Muara Wahau, berdasarkan Daftar Hadir, sosialisasi diikuti oleh 9 peserta.  

Sosialisasi Terpadu Rencana Penebangan RKT Tahun 2022 tanggal 23 Februari 2022 yang 

sekaligus melakukan sosialisasi Visi dan Misi Perusahaan, Kawasan Lindung, Flora dan Fauna 

yang dilindungi dan Masyarakat Peduli Api (MPA), K3, Larangan Berburu, dan Kesadaran Buang 

Sampah kepada masyarakat adat dan masyarakat sekitar yaitu Kepala Desa Deak Lay, Kepala 

Adat Dea Beq dan Kepala Desa Deak Beq, Kepala Desa Muara Wahau. Berdasarkan Daftar 

Hadir, sosialisasi diikuti oleh 22 peserta. Sosialisasi Terpadu Rencana Penebangan RKT Tahun 

2023 tanggal 17 Februari 2023 yang sekaligus melakukan sosialisasi Visi dan Misi Perusahaan, 

Kawasan Lindung, Flora dan Fauna yang dilindungi dan Masyarakat Peduli Api (MPA), K3, 

Larangan Berburu, dan Kesadaran Buang Sampah kepada masyarakat adat dan masyarakat 

sekitar yaitu Kepala Desa Benhes beserta Sekdesnya, Kepala Desa Deak Lay, Sekdes Desa 

Deak Beq, Kepala Desa Deak Beq, Kepala Desa Muara Wahau serta Camat Muara Wahau. 

Berdasarkan Daftar Hadir, sosialisasi diikuti oleh 20 peserta. 

2. Verifier 1.2.2 : Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHL. 

Bobot : Dominan 

Nilai : SEDANG 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Implementasi kegiatan pengelolaan hutan hanya sebagian yang sesuai dengan visi dan misi 

pengelolaan hutan lestari. Pada misi mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-

undangan Pemerintah RI, terlihat bahwa penataan batas belum temu gelang namun baru 

23,63%, pada misi mematuhi prinsip, kriteria dan indikator FSC dan PHPL terlihat adanya 

kesrusakan tegakan tinggal termasuk kategori sedang, pada misi menjamin delineasi kawasan 

kelola hutan, meliputi kawasan milik masyarakat adat diketahui di areal kerja tidak terdapat 

hutan adat di dalam areal kerja PT Narkata Rimba, pada misi menghargai dan menghormati 

hak-hak dan kewajiban masyarakat adat diketahui pada tahun 2021 dan 2022 realisasi kegiatan 

PMDH tercapai 11,57%, pada misi membangun situasi yang saling menguntungkan bersama 

masyarakat setempat dan menghargai hak-hak pekerja, karyawan dan kontraktor diketahui 

realisasi pemberian hak pekerja secara umum baik namun masih terdapat pekerja yang telah 

lama bekerja tetap berstatus tenaga kontrak, pada misi mencapai manfaat seimbang dari hutan 

dan meminimumkan dampak lingkungan negative dari kelola hutan diketahui masih dijumpai 

adanya dampak negatife yang timbul akibat pengelolaan hutan, contoh limbah B3, pada misi 

merumuskan rencana manajemen yang dapat dicapai diketahui realisasi penebangan tahun 

2021 tercapai 51,40% tahun 2022 tercapai 51,62%, pada misi melakukan pemantauan dan 

evaluasi rencana untuk menyesuaikan dengan perubahan diketahui kegiatan monitoring dan 

evaluasi SPI berjalan efektif untuk mengontrol tahapan kegiatan pengelolaan hutan dan pada 

misi melaksanakan dengan sungguh-sungguh kelola hutan dengan NKT diketahui kegiatan 

perlindungan flora dan fauna secara umum berjalan baik. 

Nilai Kinerja 

Indikator 1.2 

: SEDANG dengan nilai mencapai 77,78 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk  
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3. Indikator 1.3 :  

Jumlah dan Kecukupan Tenaga Profesional Bidang Kehutanan pada Seluruh Tingkatan Untuk Mendukung 
Pemanfaatan Implementasi Penelitian, Pendidikan dan Latihan 

1. Verifier 1.3.1 : Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (Sarjana Kehutanan dan Ganis PHPL) sarjana 

kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan/ 

organisasi pengelolaan hutan sesuai dokumen perencanaan 

Bobot : Co-Dominan 

Nilai : SEDANG 

Ringkasan 

Justifikasi 

: PT Narkata Rimba memiliki tenaga professional kehutanan berupa sarjana kehutanan yaitu Ir. 

Andreas Nugroho Adi dengan jabatan Direktur, Ir. Toto Sidiyanto dengan jabatan General 

Manager, Limpat Suharto S.Hut. dengan jabatan Manager Sertifikasi dan Harry Fitriadi, S.Hut. 

dengan jabatan Staf PH. Dengan luas areal kerja + 65.925 Ha PT Narkata Rimba memiliki 10 

orang Ganis PH terdiri dari Kurpet 1 orang, Canhut 1 orang, Nenhut 2 orang, Binhut 3 orang 

dan PKB-R 3 orang. Terdapat 3 simpul TUK dengan jarak berjauhan. Hasil verifikasi lebih jauh 

menunjukan bahwa Ganis PH an. Sentot Gunawan telah mengikuti ujian kompetensi namun 

belum menjalani Penilaian Kinerja sehingga belum ada Surat Penempatan dan Penugasan baru. 

2. Verifier 1.3.2 : Peningkatan kompetensi SDM 

Bobot : Dominan 

Nilai : SEDANG 

Ringkasan 

Justifikasi 

: Pada periode tahun 2021 dan 2022 PT Narkata Rimba telah melaksanakan kegiatan peningkatan 

SDM para karyawan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan. Berdasarkan jenis kegiatan pada 

tahun 2021 peningkatan SDM terealisasi sebesar 12,5 % dan sedangkan berdasarkan jumlah 

peserta peningkatan SDM terealisasi sebesar 39,75 %. Adapun di tahun 2022 berdasarkan jenis 

kegiatan, realisasi peningkatan SDM mencapai 37,5 % sedangkan berdasarkan jumlah peserta, 

kegiatan peningkatan SDM  terealisasi sebesar 107 %. Rata-rata pencapaian jenis kegiatan 

sebesar 25 % dan prosentase jumlah peserta sebesar 73,36%.  

3. Verifier 1.3.3 : Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan. 

Bobot : Dominan 

Nilai : BAIK 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Dokumen ketenagakerjaan PT Narkata Rimba tersedia lengkap meliputi Daftar Karyawan, Daftar 

Ganis PH, Peraturan Perusahaan, Penggajian Karyawan (sesuai Standar Upah Minimum SK 

Gubernur Kalimantan Timur tahun 2021 yaitu No. 360/K.635/2020 tanggal 7 Desember 2020, 

tahun 2022 yaitu No. 561/K.568/2021 tanggal 17 November 2021 dan tahun 2023 yaitu No. 

561/K.853/2022 tanggal 6 Desember 2022), Wajib Lapor Tenaga Kerja, Kepesertaan BPJS 

Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, Kontrak Kerja, Kontrak Perjanjian Kerja Karyawan. 

Nilai Kinerja 

Indikator 1.3 

: SEDANG dengan nilai mencapai 80,00%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk  

 

4. Indikator 1.4 :  

Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan, Pelaporan Periodik, Evaluasi dan 

Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK–HA 

1. Verifier 1.4.1 : Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL 

Bobot : Dominan 

Nilai : SEDANG 
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Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Tersedia struktur organisasi dan Job Deskripsi berdasarkan SK Direktur PT Narkata Rinba 

No. SK. 01/SKEP-Dir/III/2021 tanggal 30 Maret 2021. Struktur Organisasi secara umum telah 

mengacu kepada pemenuhan persyaratan pengelolaan hutan produksi lestari dengan 

menempatkan dan memisahkan antara Bagian Perencanaan, Bagian Pembinaan Hutan, Kelola 

Sosial dan Produksi serta HRD dan bagian supporting lainnya. Namun demikian Struktur 

Organisasi masih perlu diperbaharui disesuaikan terkait dengan pengunduran diri salah satu 

Direktur yaitu Hendro Rusli sebagaimana termuat dalam Akta Perubahan tanggal 27 April 2022. 

Dalam Struktur Organisasi juga terdapat rangkap jabatan yang memungkinkan terjadi tumpang 

tindih dalam menjalankan tugas dan wewenang serta timbulnya konflik kepentingan. Rangkap 

jabatan terdapat pada Jabatan Manager Sertifikasi dan Kabag CSR. Terdapat ketidaksinkronan 

antara Struktur Organisasi dan Job Deskripsi dimana dalam Job Deskripsi tidak dimuat 

mengenai Satuan Pengawas Internal dan Manajer Sertifikasi.   

2. Verifier 1.4.2 : Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana. 

Bobot : Dominan 

Nilai : BAIK 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT Narkata Rimba telah memiliki peralatan SIM dan operator sesuai SK Direksi No.  001/SKEP-

Dirut/SIM/VI/2017 tanggal 03 Juni 2017. Terdapat daftar peralatan komunikasi di Base Camp 

yang digunakan untuk melakukan komunikasi dan pelaporan baik pelaporan produksi maupun 

lainnya dari lapangan sampai ke kantor manajemen di Samarinda dan Surabaya. Komunikasi 

dapat dilakukan melalui berbagai cara dan untuk data produksi serta informasi resmi dilakukan 

melalui sistem OMES (Output Messengers) yang merupakan bagian dari sistem informasi FIS 

(Forestry Information System). Peralatan SIM PT Narkata Rimba dan sistemnya telah 

dimanfaatkan dan digunakan juga untuk sistem pelaporan produksi, pelaporan logistic/stok 

barang, SIPUHH Online, Monitoring dan Evaluasi serta laporan lainnya. 

Manajemen data dan informasi terkait dengan perkembangan kegiatan di lapangan setiap hari 

dari camp operasional dilaporkan melalui komunikasi radio.  Selanjutnya, manajemen data dan 

informasi terkait dengan perkembangan kegiatan di lapangan setiap hari pada masing-masing 

lokasi diperoleh dengan komunikasi via radio dan disambungkan ke Basecamp yang 

selanjutnya dapat dikomunikasikan dengan data melalui email atau sambungan internet lainnya. 

3. Verifier 1.4.3 : Keberadaan Tenaga Pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik Kementerian LHK dan 

kepatuhan pengisiannya 

Bobot : Dominan 

Nilai : SEDANG 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT Narkata Rimba memiliki tenaga pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik Kementerian 

LHK. Operator tersebut meliputi Operator E-Monev atas nama Limpat Suharto S.Hut. sesuai 

dengan SK Direktur PT Narkata Rimba No. 10/Kpts/DIR-NR/V/2020 tanggal 01 Mei 2020, 

Operator SICAKAP atas nama Limpat Suharto S.Hut. sesuai dengan SK Direktur PT Narkata 

Rimba No. 01/NR-PH/OPT/XI/2021 tanggal 30 November 2021, Operator SIPUHH Online atas 

nama Henrikus Tinus; Chris Natalan; Sahid; Suprayogi; dan Bonefasius Paru, sesuai dengan SK 

Direktur PT Narkata Rimba No. 08/Kpts/DIR-NR/V/2020 tanggal 01 Mei 2020, sedangkan untuk 

tahun 2022 Operator SIPUHH Online atas nama Bambang Budiono, Chris Natalan; Uci Sanusi; 

Podo Susanto; dan Harry Fitriadi, sesuai dengan SK Direktur PT Narkata Rimba No. 

03/Kpts/DIR-NR/IX/2021 tanggal 3 September 2021, Operator SIM-PNBP  atas nama Teresia 

Marselina Tani Tabo, sesuai dengan SK Direktur PT Narkata Rimba No. 08/Kpts/DIR-NR/V/2016 

tanggal 10 Mei 2016, Operator SIGANISHUT atas nama Harry Pitriadi sesuai dengan Surat 

Keterangan Penunjukkan Operator SIGANISHUT oleh Direktur PT Narkata Rimba tanggal 07 

Desember 2020, Sub Operator SIGANISHUT atas nama Murni sesuai dengan Surat Keterangan 

Penunjukkan Operator SIGANISHUT oleh Direktur PT Narkata Rimba tanggal 09 Desember 

2020, Operator SIPONGI atas nama Murni sesuai dengan SK Direktur PT Narkata Rimba No. 

09/Kpts/DIR-NR/V/2020 tanggal 01 Mei 2020, Operator SIMPEL ditunjuk atas nama Limpat 
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Suharto, S.Hut sesuai dengan SK Direktur PT Narkata Rimba No. 41/NR-PH/Smd/IX/2022 

tanggal 20 September 2022. Pelaporan SIPONGI telah dilaksanakan tiap bulan dan nilai 

kepatuhan yang tertera menunjukan 80% patuh. Pada pelaporan SIGANISHUT sebagian Ganis 

PH memiliki kendala sinyal di lapangan sehingga pelaporan belum bisa sesuai ketentuan 

sedangkan pada lokasi tertentu pelaporan bisa berjalan lancar seperti di Logpond oleh Ganis 

PH PKB-R. Pada pelaporan SIPUHH Online selama periode audit diterbitkan LHP elektronik 

sebanyak 70 LHP untuk kayu bulat 9.679 batang dengan volume 41.736,42 m3, demikian juga 

dalam pengangkutan kayu digunkan SKSHHK berbasis SIPUHH Online. Terkait dengan SIPNBP 

selama periode audit terdapat Surat Perintah Pembayaran secara elektonik PSDH atas kayu 

bulat sebanyak 41.736,42 m3 senilai Rp 3.301.936.350 DR atas kayu bulat sebanyak 41.736,42 

m3 senilai US$ 677.744,50 sesuai LHP yang diterbitkan. Pada pelaporan SICAKAP terlihat 

bahwa pada bulan Oktober 2022 terjadi keterlambatan pelaporan sedangkan pelaporan SIMPEL 

telah dilakukan dan terdapat tanda terima pelaporan namun dalam catatan terdapat keterangan 

bahwa pengisian form pelaporan SIMPEL belum lengkap sesuai dengan ketentuan.  

4. Verifier 1.4.4 : Keberadaan SPI/internal auditor dan efektifitasnya. 

Bobot : Dominan 

Nilai : BAIK 

Ringkasan 

Justifikasi 

: Organisasi Satuan Pengawas Internal (SPI) terdapat pada Struktur Organisasi sesuai SK 

Direktur Utama No. SK.01/SKEP-Dir/III/2018 tanggal 15 Maret 2018 tentang Penetapan Struktur 

Organisasi, Uraian Tugas & Tanggung Jawab PT Narkata Rimba. Terdapat SK penunjukkan 

personil SPI sesuai dengan SK Direktur PT. Narkata Rimba  No 001/SKEP-Dirut/SPI/I/2014 

tanggal 6 Januari 2014 tentang Pembentukan Tim Satuan Pengawas Internal (SPI) PT Belayan 

River Timber dan PT Narkata Rimba. Tim SPI terdiri dari Ir. Toto Sidiyanto sebgai Ketua, Limpat 

Suharto, S.Hut. sebagai Sekretaris dan anggota yaitu Adi Setiawan Oetomo, Lanny Loa, Ir. B. 

Endang Velitawati, Harry Fitriadi, S.Hut, Kusnanto, David Utomo dan Murni. Tim SPI telah 

melakukan kegiatan audit berdasarkan Surat Tugas dan telah membuat Laporan,  terdapat 

Internal Memo No. 01/SPI/VII/2021 tanggal 20 Juli 2021, Internal Memo No. 02/SPI/I/2022 

tanggal 5 Januari 2022, Internal Memo No. 01/SPI/VII/2022 tanggal 5 Juli 2022 dan Internal 

Memo No. 02/SPI/I/2023 tanggal 5 Januari 2023 yang berisi temuan hasil audit pada seluruh 

tahapan kegiatan pengelolaan hutan yang dilakukan di lapangan. 

5. Verifier 1.4.5 : Keterlaksanaan tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan 

evaluasi 

Bobot : Dominan 

Nilai : SEDANG 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Sebagian besar telah dilakukan perbaikan namun masih terdapat sisa rekomendasi yang belum 

dilakukan diantaranya yaitu terjadinya keterlambatan kegiatan ITSP sehingga terjadi kendala 

dalam penentuan target untuk RKT berikutnya juga terjadi keterlambatan dalam pengiriman 

laporan ITSP setelah selesai kegiatan sehingga pihak PH Samarinda kesulitan dalam Analisa 

kesesuaian kegiatan, masih ditemukan kematian bibit di lapangan dan belum dilakukan 

penyulaman, kurangnya pemantauan atas pemeliharaan/penyulaman bibit. Pencapaian 

produksi masih dibawah 60%,  kendala di lapangan yang ditemukan adalah kekurangan potensi 

akibat tidak teridentifikasinya kondisi topografi lapangan. 

Nilai Kinerja 

Indikator 1.4 

: SEDANG dengan nilai mencapai 80,00%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk  
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5. Indikator 1.5 :  

Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA) 

1. Verifier 1.5.1 : Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan 

proses dan diseminasi isi kandungannya 

Bobot : Co-Dominan 

Nilai : BAIK 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Kegiatan RKT tahun 2021, 2022 dan 2023 PT Narkata Rimba yang akan mempengaruhi 

kepentingan hak-hak masyarakat sekitar telah disosialisasikan kepada masyarakat sebagaimana 

ditunjukan dalam laporan sosialisasi yaitu Laporan Sosialisasi Terpadu Rencana Penebangan 

RKT Tahun 2021 tanggal 17 Februari 2021 yang sekaligus melakukan sosialisasi Visi dan Misi 

Perusahaan, Kawasan Lindung, Flora dan Fauna yang dilindungi dan Masyarakat Peduli Api 

(MPA), K3, Larangan Berburu, dan Kesadaran Buang Sampah  kepada masyarakat adat dan 

masyarakat sekitar yaitu Kepala Desa Benhes beserta Sekdesnya, Kepala Desa Deak Lay, 

Kepala Adat Dea Beq dan DPD Desa Deak Beq, Kepala Desa Deak Beq, Pj Kepala Desa Muara 

Wahau serta Camat Muara Wahau. Berdasarkan Daftar Hadir, sosialisasi diikuti oleh 9 peserta. 

Laporan Sosialisasi Terpadu Rencana Penebangan RKT Tahun 2021 tanggal 23 Februari 2022 

yang sekaligus melakukan sosialisasi Visi dan Misi Perusahaan, Kawasan Lindung, Flora dan 

Fauna yang dilindungi dan Masyarakat Peduli Api (MPA), K3, Larangan Berburu, dan Kesadaran 

Buang Sampah kepada masyarakat adat dan masyarakat sekitar yaitu Kepala Desa Deak Lay, 

Kepala Adat Dea Beq dan Kepala Desa Deak Beq, Kepala Desa Muara Wahau. Berdasarkan 

Daftar Hadir, sosialisasi diikuti oleh 22 peserta. Laporan Sosialisasi Terpadu Rencana 

Penebangan RKT Tahun 2021 tanggal 17 Februari 2023 yang sekaligus melakukan sosialisasi 

Visi dan Misi Perusahaan, Kawasan Lindung, Flora dan Fauna yang dilindungi dan Masyarakat 

Peduli Api (MPA), K3, Larangan Berburu, dan Kesadaran Buang Sampah  kepada masyarakat 

adat dan masyarakat sekitar yaitu Kepala Desa Benhes beserta Sekdesnya, Kepala Desa Deak 

Lay, Sekdes Desa Deak Beq, Kepala Desa Deak Beq, Kepala Desa Muara Wahau serta Camat 

Muara Wahau. Berdasarkan Daftar Hadir, sosialisasi diikuti oleh 20 peserta. 

2. Verifier 1.5.2 : Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD 

Bobot : Dominan 

Nilai : SEDANG 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Kegiatan CSR yang dilakukan PT Narkata Rimba telah disosialisasikan kepada masyarakat 

sebagaimana ditunjukan dalam laporan sosialisasi yaitu Laporan Sosialisasi Terpadu Rencana 

Penebangan RKT Tahun 2021 tanggal 17 Februari 2021 yang sekaligus melakukan sosialisasi 

Visi dan Misi Perusahaan, Kawasan Lindung, Flora dan Fauna yang dilindungi dan Masyarakat 

Peduli Api (MPA), K3, Larangan Berburu, dan Kesadaran Buang Sampah  kepada masyarakat 

adat dan masyarakat sekitar yaitu Kepala Desa Benhes beserta Sekdesnya, Kepala Desa Deak 

Lay, Kepala Adat Dea Beq dan DPD Desa Deak Beq, Kepala Desa Deak Beq, Pj Kepala Desa 

Muara Wahau serta Camat Muara Wahau. Berdasarkan Daftar Hadir, sosialisasi diikuti oleh 9 

peserta. Laporan Sosialisasi Terpadu Rencana Penebangan RKT Tahun 2021 tanggal 23 

Februari 2022 yang sekaligus melakukan sosialisasi Visi dan Misi Perusahaan, Kawasan 

Lindung, Flora dan Fauna yang dilindungi dan Masyarakat Peduli Api (MPA), K3, Larangan 

Berburu, dan Kesadaran Buang Sampah  kepada masyarakat adat dan masyarakat sekitar yaitu 

Kepala Desa Deak Lay, Kepala Adat Dea Beq dan Kepala Desa Deak Beq, Kepala Desa Muara 

Wahau. Berdasarkan Daftar Hadir, sosialisasi diikuti oleh 22 peserta. Laporan Sosialisasi 

Terpadu Rencana Penebangan RKT Tahun 2021 tanggal 17 Februari 2023 yang sekaligus 

melakukan sosialisasi Visi dan Misi Perusahaan, Kawasan Lindung, Flora dan Fauna yang 

dilindungi dan Masyarakat Peduli Api (MPA), K3, Larangan Berburu, dan Kesadaran Buang 

Sampah  kepada masyarakat adat dan masyarakat sekitar yaitu Kepala Desa Benhes beserta 

Sekdesnya, Kepala Desa Deak Lay, Sekdes Desa Deak Beq, Kepala Desa Deak Beq, Kepala 

Desa Muara Wahau serta Camat Muara Wahau. Berdasarkan Daftar Hadir, sosialisasi diikuti 
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oleh 20 peserta. Namun demikian berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa kegiatan CSR 

yang akan dilaksanakan tidak disampaikan secara detail kepada masyarakat.  

3. Verifier 1.5.3 : Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung 

Bobot : Dominan 

Nilai : BAIK 

Ringkasan 

Justifikasi 

: Keberadaan Kawasan lindung yang masuk dalam wilayah kegiatan RKT tahun 2021, 2022 dan 

2023 PT Narkata Rimba telah disosialisasikan kepada masyarakat sebagaimana ditunjukan 

dalam laporan sosialisasi yaitu Laporan Sosialisasi Terpadu Rencana Penebangan RKT Tahun 

2021 tanggal 17 Februari 2021 yang sekaligus melakukan sosialisasi Visi dan Misi Perusahaan, 

Kawasan Lindung, Flora dan Fauna yang dilindungi dan Masyarakat Peduli Api (MPA), K3, 

Larangan Berburu, dan Kesadaran Buang Sampah  kepada masyarakat adat dan masyarakat 

sekitar yaitu Kepala Desa Benhes beserta Sekdesnya, Kepala Desa Deak Lay, Kepala Adat Dea 

Beq dan DPD Desa Deak Beq, Kepala Desa Deak Beq, Pj Kepala Desa Muara Wahau serta 

Camat Muara Wahau. Berdasarkan Daftar Hadir, sosialisasi diikuti oleh 9 peserta. Laporan 

Sosialisasi Terpadu Rencana Penebangan RKT Tahun 2021 tanggal 23 Februari 2022 yang 

sekaligus melakukan sosialisasi Visi dan Misi Perusahaan, Kawasan Lindung, Flora dan Fauna 

yang dilindungi dan Masyarakat Peduli Api (MPA), K3, Larangan Berburu, dan Kesadaran Buang 

Sampah kepada masyarakat adat dan masyarakat sekitar yaitu Kepala Desa Deak Lay, Kepala 

Adat Dea Beq dan Kepala Desa Deak Beq, Kepala Desa Muara Wahau. Berdasarkan Daftar 

Hadir, sosialisasi diikuti oleh 22 peserta. Laporan Sosialisasi Terpadu Rencana Penebangan 

RKT Tahun 2021 tanggal 17 Februari 2023 yang sekaligus melakukan sosialisasi Visi dan Misi 

Perusahaan, Kawasan Lindung, Flora dan Fauna yang dilindungi dan Masyarakat Peduli Api 

(MPA), K3, Larangan Berburu, dan Kesadaran Buang Sampah  kepada masyarakat adat dan 

masyarakat sekitar yaitu Kepala Desa Benhes beserta Sekdesnya, Kepala Desa Deak Lay, 

Sekdes Desa Deak Beq, Kepala Desa Deak Beq, Kepala Desa Muara Wahau serta Camat Muara 

Wahau. Berdasarkan Daftar Hadir, sosialisasi diikuti oleh 20 peserta. 

Nilai Kinerja 

Indikator 1.5 

: BAIK dengan nilai mencapai 86,67%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk  

 

 

B. KRITERIA PRODUKSI 

6. Indikator 2.1 :  

Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari 

  

1. Verifier 2.1.1 : Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (management plan) yang telah disetujui oleh 

pejabat yang berwenang 

Bobot : D 

Nilai : Baik 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: 
PBPH PT Narkata Rimba mempunyai dokumen rencana jangka panjang, dengan uraian sebagai 

berikut : 

• Dokumen dan SK RKUPHHK-HA periode 2021-2030 telah mendapatkan persetujuan A.n. 

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktur Jenderal PHPL (Dr. Ir. Bambang 

Hendroyono, MM) Nomor: SK.1213/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/3/2021 tanggal 30 Maret 

2021 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan 

Alam Pada Hutan Produksi Periode Tahun 2021-2030 atas nama PT Narkata Rimba Provinsi 

Kalimantan Timur, dan berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2030 
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• Landscaping areal produktif realistis dan benar pada periode Dokumen RKU periode 2022-

2031 penataan ruang terdiri dari kawasan lindung seluas 5.003 Ha dan areal tidak efektif 

produksi seluas 1.647 Ha dan areal efektif produksi seluas 59.275 Ha. 

• Selama dalam penyusunan dokumen RKUPH , tidak ada peringatan terkait pemenuhan 

kewajiban RKU 

2. Verifier 2.1.2 : Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang 

Bobot : D 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: 
PT Narkata Rimba telah melaksanakan kegiatan Penataan Areal Kerja (blok RKT dan 

compartement/petak) untuk tahun 2021, 2022 dan 2023 rata-rata sebesar 94,59% (≥ 50%) yang 

sesuai dengan dokumen RKUPHHK-HA, ketidaksesuaian adanya luncuran kegiatan tahun 2021 

dan adanya perbedaan kode petak tebangan 

3. Verifier 2.1.3 : Pemeliharaan batas blok dan petak/compartemen kerja sesuai tata ruang RKT (IS 5%). 

Bobot : D 

Nilai : Baik 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: 
Berdasarkan observasi di lapangan ditemukan tanda batas blok dan petak kerja di lapangan 

berupa : 

• Terdapat tanda  batas blok RKT 2021, RKT 2022, RKT 2023, tanda berupa plang RKT dan 

dijumpai rintisan batas blok berupa tanda garis (/) cat warna merah, masih terlihat jelas di 

lapangan. 

• Terdapat tanda batas petak RKT 2021, RKT 2022, RKT 2023 berupa plang batas petak dan 

rintisan batas petak berupa tanda garis (/) cat warna biru, masih terlihat jelas di lapangan. 

• Terdapat BA pemeliharan Batas Blok dan petak  tahun 2021 dan 2022. 

Nilai Kinerja 

Indikator 2.1 

: BAIK dengan Nilai mencapai 88,89 % , tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk 

 

7. Indikator 2.2 :  

Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem 

1. Verifier 2.2.1 : Terdapat data potensi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/Survei Potensi, 

ITSP, Risalah Hutan) 

Bobot : D 

Nilai : Baik 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: 
Berdasarkan tinjauan dokumen, PT Narkata Rimba telah memiliki data potensi tegakan dalam 

satu tipe ekosistem hutan yang terdiri dari : 

• Data potensi berdasarkan hasil   IHMB tahun 2020, dengan sediaan tegakan tingkat pohon 

besar (diameter 30 cm up), untuk jenis yang dapat diperdagangkan mencapai 2.356.996 

batang dengan volume 3.710.492,59 m3 (rata-rata volume 62,10 m3/ha). 

• Data ITSP 3 (tiga) tahun terakhir tahun 2021, 2022 dan 2023 beserta kelengkapan peta 

pendukungnya berupa peta sebaran pohon yang menggambarkan jalur survei, posisi pohon 

trase jalan dan kontur.  

2. Verifier 2.2.2 : Terdapat informasi tentang riap tegakan sebagai dasar perhitungan rencana panen (JTT/etat 

volume) 

Bobot : D 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

: 
Terdapat data hasil pengukuran PUP pada PUP seri VI yang terletak pada petak 2316 dan 2312 

eks blok RKT tahun 2016 dengan koordinat : 01°22’55,20” N  116°28’58,04” E untuk seluruh 
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 tipe ekosistem yang ada dan telah dianalisis dan disampaikan kepada Direktorat Jenderal yang 

membidangi PHPL dan Instansi yang membidangi Litbang LHK, namun belum dijadikan sebagai 

dasar perhitungan rencana panen (JTT/Etat volume). 

Nilai Kinerja 

Indikator 2.2 

: BAIK dengan Nilai mencapai 83,33 % , tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk 

 

8. Indikator 2.3 :  

Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan 

 

1. Verifier 2.3.1 : Ketersediaan dan implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur 

Bobot : D 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: • SOP seluruh tahapan sistem silvikultur TPTI tersedia dengan lengkap dari SOP kegiatan PAK 

sampai dengan SOP Perlindungan dan pengamanan hutan tetapi belum seluruhnya sesuai 

dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis Peraturan Menteri Lingkungan Hidup 

dan kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 lampiran X . Pedoman Sisitem Silvikultur. 

• PBPH PT Narkata Rimba  telah memiliki SOP Penanaman Silin dengan No. NR/BINHUT-13/A-

O tanggal 1 Maret 2022. 

• Implementasi SOP RKT 2021 terealisasi rata-rata sebesar 95,4% dan untuk tahun 2022 rata-

rata sebesar 83,75%. 

2. Verifier 2.3.2 : Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang 

Bobot : D 

Nilai : Baik 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: 
Berdasarkan jalur pengamatan permanen untuk mengetahui  potensi pohon inti atau pohon yang 

ditinggal dan potensi tingkat permudaan yang dilakukan di petak L15  RKT 2021 dengan panjang 

500 m dan lebar 20 meter, pada blok setelah kegiatan penebangan didapat : 

• Tahun 2021 terdapat pohon inti dan pohon yang disisakan (tidak ditebang) dari jenis- jenis 

komersial yang tersebar merata sebanyak  163 pohon/ha  

• Tahun 2022 terdapat pohon inti dan pohon yang disisakan (tidak ditebang) dari jenis- jenis 

komersial yang tersebar merata sebanyak 59 pohon/ha  

3. Verifier 2.3.3 : Tingkat kecukupan potensi permudaan 

Bobot : CD 

Nilai : Baik 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: 
Berdasarkan jalur pengamatan permanen untuk mengetahui  potensi pohon inti atau pohon yang 

ditinggal dan potensi tingkat permudaan yang dilakukan di petak L15  RKT 2021 dengan panjang 

500 m dan lebar 20 meter, pada blok setelah kegiatan penebangan  didapat : 

• Tahun 2021 tingkat permudaan yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan 

hasil pada rotasi ke -3 (Ketiga)  didapatkan potensi tingkat tiang  tahun 2021 adalah sebesar 

240 tiang/Ha (> 100  tiang / ha)  dan pancang 1.400 pancang/Ha (> 400 pancang/ha)  

• dan untuk tahun 2022 tingkat tiang  sebesar sebesar 155 tiang/ha (> 100 tiang/Ha) dan 

pancang sebesar 982 pancang/Ha (> 400 pancang/Ha). 

4. Verifier 2.3.4 : Penerapan SILIN (Apabila tidak ada SILIN maka verifier ini menjadi Not Applicable) 

Bobot : D 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

: 
PT Narkata Rimba telah  melaksanakan SILIN dari kegiatan pengadaan bibit, penyiapan lahan dan 

penanaman seluas 16 Ha lokasi 2021, dan RKT 2022 seluas 4 Ha, dengan jenis S.Leprosula, 
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 S.Leavis, S.Platiclados, tetapi luasan belum sesuai dengan target pada RKUPH periode 2021-

2032. 

5. Verifier 2.3.5 : Realisasi Pelaksanaan Kegiatan SILIN dalam setiap Tahapan (Apabila tidak ada SILIN maka 

verifier ini menjadi Not Applicable) 

Bobot : D 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: 
PT Narkata Rimba telah  melaksanakan SILIN dari kegiatan pengadaan bibit, penyiapan lahan dan 

penanaman seluas 16 Ha lokasi 2021, dan RKT 2022 seluas 4 Ha, dengan jenis S.Leprosula, 

S.Leavis, S.Platiclados, tetapi luasan belum sesuai dengan target pada RKUPH periode 2021-

2032. Tahapan yang belum tercapai adalah perencanaan tapak silin. 

Nilai Kinerja 

Indikator 2.3 

: SEDANG dengan Nilai mencapai 77,78 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk 

 

9. Indikator 2.4 :  

Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hasil hutan kayu 

 

1. Verifier 2.4.1 : Ketersediaan prosedur pemanfaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan 

Bobot : D 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT Narkata Rimba memiliki prosedur pemanfaatan / pengelolaan Hutan Ramah Lingkungan 

dengan No dokumen NR/PH-12/A-O Rev:0 tanggal 10 Juli 2020. 

• Isi SOP mencakup kegiatan Perencanaan pemanenan, Operasi pemanenan, Pemeliharaan 

dan K3, Kegiatan Paska Pemanenan.  

• Isi SOP belum sesuai dengan petunjuk teknis yang berlaku yaitu Peraturan Menteri 

Lingkungan Hidup dan kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 lampiran XIV. Penerapan Teknik 

Pembalakan berdampak rendah/RIL pada PBPH. 

• Ketidaksesuaian anatara lain pada SOP Pra perencanaan pemanenan, Operasi pemanenan 

kayu. 

2. Verifier 2.4.2 : Penerapan teknologi ramah lingkungan 

Bobot : D 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Berdasarkan observasi lapangan terdapat penerapan teknologi ramah lingkungan pada 1-2 

tahapan kegiatan pemanenan hasil atau pengelolaan hutan. 

• Beberapa kegiatan yang belum dilaksanakan adalah pada kegiatan perencanaan seperti  

kegiatan belum sesuai tata waktu (PAK, ITSP), pemanenan belum memenuhi target, paska 

penebangan  untuk kegiatan penanaman/rehabilitasi belum sesuai kualitas dan kuantitas, dan 

masih terdapat  kerusakan tegakan tinggal. 

3. Verifier 2.4.3 : Tingkat kerusakan tegakan tinggal minimal dan keterbukaan wilayah 

Bobot : D 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: 
Berdasarkan jalur pengamatan permanen untuk mengetahui  potensi pohon inti atau pohon yang 

ditinggal dan potensi tingkat permudaan yang dilakukan di petak L15  RKT 2021 dengan panjang 

500 m dan lebar 20 meter, pada blok sebelum dan  setelah kegiatan penebangan  didapat : 

• Tingkat kerusakan tegakan tinggal rata-rata untuk semua tingkatan permudaan (semai, 

pancang, tiang, pohon) sebesar 21,99 % (16% - 30%). 
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• Kerusakan terbesar pada tingkat tiang. 

 

4. Verifier 2.4.4 : Limbah pemanfaatan hutan minimal 

Bobot : CD 

Nilai : Baik 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: 
Penilaian terhadap faktor Eksploitasi tidak dilakukan pada pengukuran langsung di lapangan, 

tetapi dengan menggunakan data sekunder yaitu dengan membandingkan realisasi produksi 

(LHP) dengan Rencana tebang dalam LHC. 

• Untuk penghitungan Faktor Eksploitasi (Fe) pada hasil produksi tahun 2021 dengan sample 

405 batang kayu didapat nilai faktor eksploitasi sebesar 88,45 %. 

 

• Untuk penghitungan Faktor Eksploitasi (Fe) pada hasil produksi tahun 2021 dengan sample 

394 batang kayu didapat nilai faktor eksploitasi sebesar 88,16 %. 

Nilai Kinerja 

Indikator 2.4 

: SEDANG dengan Nilai mencapai 71,43 % , tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk 

 

10. Indikator 2.5 :  

Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal 

kerjanya 

 

1. Verifier 2.5.1 : Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT) yang disusun berdasarkan rencana 

kerja jangka panjang (RKU) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, self 

approval). 

Bobot : CD 

Nilai : Baik 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: 
Terdapat dokumen RKT  2021, 2022 dan 2023 yang disusun berdasarkan dokumen RKUPHHK-

HA. 

• RKTUPHHK-HA Tahun 2021 telah disahkan secara mandiri (Self approval) oleh Direktur 

Utama melalui SK Nomor : 01/Kpts/Dirut-NR/RKT/2021 tanggal 13 April 2021, RKTUPHHK-

HA berlaku sejak ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. RKTUPHHK-

HA dilengkapi dengan lampiran peta skala 1:100.000. 

• RKTUPHHK-HA Tahun 2022 telah disahkan secara mandiri (Self approval) oleh Direktur 

Utama melalui SK Nomor : 01/Kpts/DIRUT-NR/RKT/2022 tanggal 11 Januari 2022, 

RKTUPHHK-HA berlaku sejak ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. 

RKTUPHHK-HA dilengkapi dengan lampiran peta skala 1:100.000. 

• RKTUPHHK-HA Tahun 2023 telah disahkan secara mandiri (Self approval) oleh Direktur 

Utama melalui SK Nomor : 01/Kpts/DIRUT-NR/RKT/2023 tanggal 17 Januari 2023, RKTPH-

HP berlaku sejak ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. RKTUPHHK-

HA dilengkapi dengan lampiran peta skala 1:100.000 

• PT Narkata Rimba mempunyai  dokumen RKUPHHK-HA Periode 2021-2030 yang telah 

disahkan berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan No. 

SK.1213/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/3/2021 tanggal 30 Maret 2021. 

• Target Produksi RKT 2021 , 2022 dan 2023 tidak melebihi JTT dalam dokumen RKUPHHK-

HT periode 2021-2030. 
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No Tahun RKT Target Produksi RKT 

M3) 

Target Produksi RKU (M3) 

1 2021 53.721,11 64.663,90 

2 2022 27.233,94 72.201,96 

 Carry Over 9.169,77  

3 2023 20.659,86 37.430,58 
 

2. Verifier 2.5.2 : Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang 

Bobot : D 

Nilai : Baik 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: 
PT Narkata Rimba mempunyai peta kerja RKT 2021, 2022 dan 2023 yang  sesuai dengan peta 

RKUPHHK-HA -HA yang disahkan oleh pejabat yang berwenang yang menggambarkan areal 

yang boleh ditebang / dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung, dengan 

uraian sebagai berikut : 

• PT Narkata Rimba telah memiliki peta kerja rencana jangka panjang skala 1 : 50.000 yang 

disetujui A.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktur Jenderal Pengelolaan 

Hutan Produksi Lestari U.b. Direktur Bina Usaha Hutan Produksi , peta tersebut telah 

menggambarkan areal yang boleh ditebang/ dipanen / dimanfaatkan dengan kode romawi 

sesuai urutan Blok Tebangan 2021-2030, serta terdapat penggambaran areal yang 

ditetapkan sebagai Kawasan Lindung. 

• Lampiran peta RKT 2021, 2022, 2023 dengan skala 1 : 100.000 telah disahkan oleh Direktur 

Utama dan peta telah menggambarkan areal yang boleh ditebang, dipelihara dan areal yang 

ditetapkan sebagai kawasan lindung. 

3. Verifier 2.5.3 : Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/dipanen/ dimanfaatkan/ 

ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/ 

bufferzone/ pelestarian plasma nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan 

pengembangan) 

Bobot : D 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Berdasarkan observasi lapangan terdapat impelementasi peta kerja : 

• Berupa tanda  batas blok RKT 2021, RKT 2022, RKT 2023, tanda berupa plang RKT dan 

dijumpai rintisan batas blok berupa tanda garis (/) cat warna merah, masih terlihat jelas di 

lapangan. 

• Terdapat tanda batas petak RKT 2021, RKT 2022, RKT 2023 berupa plang batas petak dan 

rintisan batas petak berupa tanda garis (/) cat warna biru, masih terlihat jelas di lapangan. 

• Penandaan kawasn lindung mencapai 55,55 %, yang belum dilakukan penandaan  adalah 

BZ hutan lindung dan Home Range satwa. Penandaan kawasan lindung di lapangan berupa 

plang dan rintisan dengan cat berwarna biru (//) 

4. Verifier 2.5.4 : Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka 

pendek serta minimum produksi pemanfaatan hutan 

Bobot : D 

Nilai : Sedang 
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Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Realisasi produksi RKTPH tahun 2021 dan 2022 secara keseluruhan berdasarkan rencana 

volume tebangan total sebagai berikut : 

 

NO KEGIATAN SATUAN RENCANA REALISASI PROSENTASE 

1 RKT 2021     

 

Luas Ha 

           

1.588  

               

858  54,01% 

 Volume M3    53.392,82     27.443,95  51,40% 

2 RKT 2022     

 Luas Ha      1.958,95       1.097,85  56,04% 

 Volume M3    27.506,71     14.198,90  51,62% 

 Carry over 2022     

 

Luas Ha      1.588,00  

                    

-  0 

 

Volume M3    53.165,65  

           

93,57  0,18% 
 

Nilai Kinerja 

Indikator 2.5 

: BAIK dengan Nilai mencapai 80,95 % , tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk 

 

 

11. Indikator 2.6 :  

Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi 

kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan 

kemampuan sumber daya manusia 

 

1. Verifier 2.6.1 : Kondisi kesehatan finansial 

Bobot : CD 

Nilai : Baik 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: 
Berdasarkan Laporan  Keuangan Tanggal 31 Desember 2021 dan 2022 dan Untuk Tahun Yang 

Berakhir Pada Tanggal tersebut yang telah diaudit oleh KAP Teramihardja, Pradhono & Chanda, 

didapatkan Nilai kesehatan perusahaan sebagai berikut : 

• Untuk analisa finansial tahun 2021 didapatkan nilai-nilai : 

- Likuiditas sebesar 492,70% 

- Solvabilitas sebesar 606,43% 

- Rentabilitas sebesar 2,49% (positif) 

- Opini akuntan publik adalah wajar dalm semua hal material. 

• Untuk analisa finansial tahun 2022 didapatkan nilai-nilai : 

- Likuiditas sebesar 1.381,84 % 

- Solvabilitas sebesar 1.511,35% 

- Rentabilitas sebesar 4,32% (positif) 

- Opini akuntan publik adalah wajar dalm semua hal material 

2. Verifier 2.6.2 : Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat 

sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit 

oleh akuntan publik). 

Bobot : CD 

Nilai : Buruk 
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Ringkasan 

Justifikasi 

 

: 
Berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2023 dan 2022, didapatkan 

realisasi dana yang cukup tahun 2021 dan 2022, dengan hasil sebagai berikut : 

• Realisasi alokasi dana tahun 2021 hanya mencukupi 48,60 %  (< 59%)  dari kebutuhan 

kelola hutan yang seharusnya berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat 

sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi. 

• Realisasi alokasi dana tahun 2022 hanya mencukupi 58,03% ( (< 59%)  kebutuhan kelola 

hutan yang seharusnya berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai 

dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi 

3. Verifier 2.6.3 : 
Realisasi alokasi dana yang proporsional 

Bobot : CD 

Nilai : Buruk 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: 
Berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2022 dan 2023, didapatkan 

realisasi dana yang proporsional tahun 2021 dan 2022, dengan hasil sebagai berikut : 

• Alokasi dana tahun 2021 untuk seluruh bidang kegiatan kurang proporsional (perbedaan 

20%- 50%) yaitu sebesar  48,60%. Alokasi Dana terbesar pada kegiatan admnistrasi umum 

sebesar 100% dan terkecil pada kegiatan pemanenan hasil sebesar  51,40%. 

• Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan tidak proporsional yaitu sebesar 66,89%  

(perbedaan lebih dari > 50%) , alokasi dana terbesar yaitu pada kegiatan administrasi 

umum sebesar 103% dan terkecil pada kegiatan kewajiban lingkungan dan sosial sebesar 

36,11%. 

4. Verifier 2.6.4 : Realisasi pendanaan yang lancar 

Bobot : CD 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: 
Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan lancar, beberapa kegiatan TPTI dan Non 

TPTI  rata-rata mencapai 95,4 % (tahun 2021) dan 83,75 % (tahun 2022) namun beberapa 

kegiatan tidak sesuai dengan tata waktu. Beberapa kegiatan yang tidak sesuai dengan tata waktu 

misalnya kegiatan PAK, ITSP, pemanenan. 

5. Verifier 2.6.5 : Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan 

Bobot : D 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: 
Berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2022 dan 2023, didapatkan 

modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan tahun 2021 dan 2022, dengan hasil sebagai berikut 

: 

• Realisasi modal yang ditanamankan kembali untuk biaya pengendalaian kebakaran dan 

pengamanan hutan, lingkungan/sosial dan pembinaan hutan tahun 2021 sebesar 128,01% 

(>80%), tahun 2022 sebesar 48,29 % sehingga rata-rata sebesar 69,86%. 

6. Verifier 2.6.6 : Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan hutan 

Bobot : CD 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: 
Berdasarkan laporan bulanan kegiatan TPTI dan Non TPTI Periode Desember 2021 dan 2022 

didapatkan data realisasi pembinaan hutan / penanaman sebagai berikut : 

• Realisasi Penanaman untuk TPTI dan Non TPTI secara kualitas 75% dan kuantitas 97,48 

%, jadi Realisasi pelaksanaan kegiatan pembinaan hutan (luas dan kualitas tegakan) 

didapatkan nilai sebesar 73,11% (60% - 80%) dari yang direncanakan 
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• Realisasi Pembinaan Hutan tahun 2022 kualitas 75% dan kuantitas 100 %, jadi Realisasi 

pelaksanaan kegiatan pembinaan hutan (luas dan kualitas tegakan) didapatkan nilai 

sebesar 75 % (60% - 80%) dari yang direncanakan 

Nilai Kinerja 

Indikator 2.6 

: SEDANG dengan Nilai mencapai 61,90 % , tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk 

 

 

 

C. KRITERIA EKOLOGI 

12. Indikator 3.1 :  

Keberadaan, Kemantapan dan Kondisi Kawasan Dilindungi pada Setiap Tipe Hutan 

1. Verifier 3.1.1 : Luasan kawasan dilindungi 

Bobot : D 

Nilai : Baik 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Luas kawasan lindung PT Narkata Rimba telah sesuai dengan Dokumen RKUPHHK-HA Berbasis 

IHMB Tahun 2021 (Periode 2021-2030) yang memiliki luas total 5.002 Ha. Kawasan lindung ini 

terdiri dari Sempadan Sungai (2.049 Ha), Badan Sungai (100 Ha), Lereng E >40% (428 Ha), 

KPPN/KKI (1.018 Ha), Bufferzone Hutan Lindung (1.169 Ha), dan Homerange satwa (238 Ha). 

Alokasi kawasan lindung ini juga telah ditetapkan sesuai Kebijakan Manajemen PT Narkata Rimba 

tentang Penetapan Kawasan Lindung Tanggal 01 April 2021.  

Berdasarkan hasil observasi lapang pada kawasan lindung Sempadan Sungai Wahau 

(1˚21’59,663” N 116˚36’26,037” E), Sempadan Sungai Denlia (1,38615 N 116,5917 E), 

Sempadan Sungai Lele (1˚26’52” N 116˚31’35” E), dan Sempadan Sungai Petak D22 

(1˚21’29,387” N 116˚35’21,398” E), diketahui kondisi biofisik kawasan lindung masih baik, yakni 

tutupan lahan cukup rapat dengan dominasi tegakan-tegakan hutan alam primer dan sekunder. 

Tidak terdapat indikasi gangguan pada kawasan lindung (berupa perambahan, perladangan, 

ataupun kebakaran hutan). 

2. Verifier 3.1.2 : Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali) 

Bobot : D 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Kegiatan penataan batas kawasan lindung PT Narkata Rimba dilakukan secara bertahap sesuai 

rencana tahunan karena akses kawasan lindung yang terbatas. Selama periode 2 tahun terakhir, 

tidak terdapat kegiatan penataan batas baru pada kawasan lindung. Kegiatan yang dilakukan 

adalah pemeliharaan batas kawasan lindung sepanjang 71,208 Km. Oleh sebab itu, sampai 

dengan Penilikan Ke-2 tahun 2023, realisasi penataan batas kawasan lindung masih sebesar 

191,550 Km (55,55% dari panjang batas total 344,81 Km). 

Berdasarkan uji petik pada Sempadan Sungai Wahau (1˚21’59,663” N 116˚36’26,037” E), 

Sempadan Sungai Denlia (1,38615 N 116,5917 E), Sempadan Sungai Lele (1˚26’52” N 

116˚31’35” E), dan Sempadan Sungai Petak D22 (1˚21’29,387” N 116˚35’21,398” E), tanda batas 

rintis berupa cat warna biru dengan polet garis miring 2 buah “//” sesuai dengan SOP Penataan 

Areal Kerja (PAK) No. NR/PH-01/A-0. Pada setiap areal strategis telah dipasang papan nama 

kawasan lindung. 
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3. Verifier 3.1.3 : Kondisi penutupan kawasan dilindungi 

Bobot : D 

Nilai : Baik 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT Narkata Rimba memiliki Peta Penafsiran Citra Satelit tahun 2022 (Mosaik Citra Landsat 8 OLI 

Band 654+ Band 8 dan Sentinel-2A, scene id : 117/59 dan T50NMG, akuisisi tanggal 2 Oktober 

2022 dan 30 Mei 2022). 

Berdasarkan hasil overlay peta citra satelit terhadap kawasan lindung, diketahui areal kawasan 

lindung PT Narkata Rimba masih didominasi tutupan berhutan seluas 4.400,15 Ha yang terdiri 

dari hutan lahan kering primer (187,95 Ha), hutan lahan kering sekunder (3.348,04 Ha), areal 

belukar tua (854,38 Ha), dan sisanya merupakan areal yang tertutup awan dimana berdasarkan 

analisis sesuai tutupan sekitarnya merupakan areal hutan primer dan hutan sekunder (LOA). 

Berdasarkan hasil observasi lapang pada kawasan lindung Sempadan Sungai Wahau 

(1˚21’59,663” N 116˚36’26,037” E), Sempadan Sungai Denlia (1,38615 N 116,5917 E), 

Sempadan Sungai Lele (1˚26’52” N 116˚31’35” E), dan Sempadan Sungai Petak D22 

(1˚21’29,387” N 116˚35’21,398” E), diketahui kondisi biofisik kawasan lindung masih baik, yakni 

tutupan lahan cukup rapat dengan dominasi tegakan-tegakan hutan alam primer dan sekunder 

(didominasi jenis dipterocarpa). 

4. Verifier 3.1.4 : Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi 

Bobot : CD 

Nilai : Baik 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Desa binaan PT Narkata Rimba terdiri dari Desa Muara Wahau, Desa Dea Beq, Desa Diak Lae, 

dan Desa Beanheas. Selama periode 24 bulan terakhir, PT Narkata Rimba telah melaksanakan 

kegiatan sosialisasi kawasan lindung pada seluruh desa tersebut sebagai upaya mendapatkan 

pengakuan kawasan lindung dari para pihak, diantaranya didokumentasikan dalam : 1) Berita 

Acara Sosialisasi Rencana Penebangan di RKT 2021 tanggal 17 Februari 2021; 2) Berita Acara 

Sosialisasi Rencana Penebangan di RKT 2022 tanggal 23 Februari 2022; dan 3) Berita Acara 

Sosialisasi Rencana Penebangan di RKT 2023 tanggal 17 Januari 2023. Selama periode 24 bulan 

terakhir, PT Narkata Rimba juga telah mengadakan sosialisasi kawasan lindung pada karyawan. 

Seluruh kegiatan sosialisasi telah didokumentasikan dengan baik dan dilengkapi dengan foto 

kegiatan dan daftar hadir.  

5. Verifier 3.1.5 : Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL 

dan/atau tata ruang  

Bobot : D 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Berdasarkan Dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Tahun 2021 (Periode 2021-2030), rencana 

pengelolaan kawasan lindung diantaranya pemeliharaan batas, pemasangan papan nama 

kawasan lindung, dan pembinaan areal.  

Selama periode 24 bulan terakhir, laporan/berita acara pengelolaan kawasan lindung yang 

tersedia diantaranya: 1) Laporan Penataan Kawasan Lindung RKT 2021, RKT 2022, dan RKT 

2023; 2) BA Pelaksanaan Kegiatan Pemasangan Plang KPPN PT Narkata Rimba Camp Sei Telen 

(No. 5/BAP/BINHUT-NR/III/2022 tanggal 1 Juni 2022); 3) Laporan secara online pengendalian 

dalkarhutla pada website SIPONGI (https://sipongi.menlhk.go.id/) dengan rata-rata persentase 

kepatuhan 86%; 4) Membuat dan menyampaikan Laporan Pengendalian Kebakaran Hutan dan 

Lahan secara rutin tahun 2021 – 2022 kepada Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur; serta 

5) Membuat dan menyampaikan Laporan Pelaksanaan RKL-RPL setiap semester pada Dinas 

Kehutanan Prov. Kaltim dan Dinas Lingkungan Hidup Prov. Kaltim. 

https://sipongi.menlhk.go.id/
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Selama periode 2 tahun terakhir, laporan pengelolaan kawasan lindung yang belum tersedia 

diantaranya laporan pengelolaan pada lereng E, Bufferzone Hutan Lindung, dan Homerange 

satwa. 

Nilai Kinerja 

Indikator 3.1 

: BAIK dengan nilai mencapai 85,18%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk. 

 

13. Indikator 3.2 :  

Perlindungan dan pengamanan hutan 

1. Verifier 3.2.1 : Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada 

Bobot : D 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Potensi gangguan hutan di areal PT Narkata Rimba sesuai Dokumen RKUPHHK-HA Berbasis 

IHMB Tahun 2021 (Periode 2021-2030), diantaranya Kebakaran Hutan; Pencurian/penebang liar; 

Hama dan penyakit tanaman; Perlindungan flora, fauna, dan plasma nutfah; dan Perladangan 

berpindah. PT Narkata Rimba telah menyediakan beberapa prosedur perlindungan dan 

pengamanan hutan, diantaranya: 1) SOP Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan 

(No. NR/BINHUT-8/A-0, Tanggal Terbit 1 November 2009, Rev. 2 tanggal 5 Mei 2022); 2) SOP 

Penggunaan Bahan Alami untuk Pemberantasan Hama dan Penyakit di Persemaian (No. 

NR/BINHUT-12/A-0, Tanggal Terbit 5 Juli 2022); dan 3) SOP Pengamanan dan Perlindungan 

Hutan (No. Dok. NR/BINHUT-7/A-0 Tanggal Terbit 4 April 2010, Rev. 3 tanggal 5 Mei 2022). 

SOP Pengamanan dan Perlindungan Hutan (No. Dok. NR/BINHUT-7/A-0) belum merujuk dan 

mengadopsi aturan terbaru, diantaranya terkait dalkarhutla yakni PermenLHK No. 32 tahun 2016 

tentang Pengendalian Karhutla. Sedangkan, terkait perlindungan satwa liar/perburuan fauna 

diantaranya SE.07 tahun 2022 tentang Perlindungan Satwa Liar yang Dilindungi di dalam areal 

kerja PBPH; Instruksi MenLHK No. Ins.1/MenLHK/Setjen/Kum.1/6/2022 tentang Perlindungan 

Satwa Liar atas Ancaman Penjeratan dan Perburuan Liar Di Dalam dan Di Luar Kawasan Hutan; 

dan Standar Operasional Prosedur Dirjen KSDAE No. SOP.1/KSDAE/SET.3/KSA.2/12/2022 

tentang Perlindungan Satwa Liar di Dalam dan di Luar Kawasan Hutan. 

2. Verifier 3.2.2 : Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan 

Bobot : D 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Sarana prasarana perlindungan hutan terdiri dari sarpras dalkarhutla dan sarpras security. 

Berdasarkan Daftar Sarpras Damkarhut dan Satpam PH PT Narkata Rimba per 28 Januari 2023 

yang didukung pengamatan di lapangan, jumlah sarpras dalkarhutla yang disediakan masih 

kurang dari standar PermenLHK No. P.32/MenLHK/ Setjen/Kum.1/3/2016 untuk kebutuhan 2 

regu inti dalkarhutla (15 personil/regu), diantaranya seperti: baju pemadam 2 unit (kurang 28 

unit), sepatu pemadam 22 unit (kurang 8 unit), pompa punggung 3 unit (kurang 17 unit), obor 

sulut 1 unit (kurang 1 unit), parang 15 unit (kurang 5 unit), serta belum tersedia tenda, kantong 

tidur, pompa jinjing, pompa apung, tangki air lipat, dan sebagainya. PT Narkata Rimba telah 

memiliki menara api 1 buah (1˚26’5,454” N 116˚31’8,042” E) namun sudah tidak difungsikan 

karena kondisi pijakan tangga pada menara sudah hilang/lapuk. Menara api ini memiliki 

ketinggian <15 meter dan kondisi tajuk sekitarnya sudah lebih tinggi dari menara api sehingga 

jarak pantau titik api terbatas. 

Sarpras security yang tersedia diantaranya Mobil patroli 2 unit, Radio olbend 1 unit, Handy talkie 

1 unit, Tongkat polisi 4 unit, Senter 5 unit, Sepatu 8 pasang, Pos jaga 1 buah, Seragam satpam 

8 buah, dan sebagainya. 
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3. Verifier 3.2.3 : SDM perlindungan hutan 

Bobot : D 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: SDM perlindungan hutan terdiri dari personil dalkarhutla dan security. Berdasarkan PermenLHK 

No. P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016, areal pengusahaan hutan alam dengan luas >50.000 Ha 

s.d ≤100.000 Ha wajib memiliki minimal 2 regu inti dalkarhutla (15 orang/regu). 

Berdasarkan Keputusan Direktur Utama No. 01/Kpts/DIRUT-NR/Brigdalkarhutla/2022 tanggal 5 

Januari 2022, PT Narkata Rimba telah membentuk 3 regu inti dengan jumlah masing-masing 11 

personil/regu. Seluruh personil regu inti dalkarhutla belum mengikuti pelatihan kompetensi dari 

Manggala Agni maupun instansi berwenang lainnya. Sementara itu personil security berjumlah 

8 orang dimana seluruhnya belum mengikuti pelatihan kompetensi satpam (Gada Pratama). PT 

Narkata Rimba belum membentuk regu pendukung maupun regu perbantuan dalkarhutla (MPA/ 

Masyarakat Peduli Api). Selama periode 24 bulan terakhir, tidak terdapat kerjasama pengamanan 

hutan dengan aparat setempat (TNI/Polri). PT Narkata Rimba juga belum mengadakan pelatihan 

internal dalkarhutla maupun security. 

4. Verifier 3.2.4 : Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif) 

Bobot : D 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Selama periode 24 bulan terakhir, PT Narkata Rimba telah melaksanakan kegiatan perlindungan 

hutan, secara teknis preemtif dilakukan sosialisasi kawasan lindung pada masyarakat desa 

binaan dan karyawan. Teknis preventif dilakukan melalui pemasangan plang nama kawasan 

lindung dan plang larangan/himbauan terkait perlindungan hutan, penyediaan peta rawan 

kebakaran, patroli pengamanan hutan pada jalan utama setiap hari dan pada petak tebang/blok 

2-3 bulan sekali, dan penyediaan SDM perlindungan hutan dilengkapi sarana prasarana 

pendukung. Teknis represif dilakukan melalui pelaporan dalkarhutla yang disampaikan secara 

online melalui website SIPONGI dan menyampaikan laporan dalkarhutla secara rutin ke Dinas 

Kehutanan Prov. Kalimantan Timur. 

Implementasi kegiatan perlindungan hutan PT Narkata Rimba belum optimal, diantaranya: 1) 

Intensitas patroli di petak tebang/blok masih kurang; 2) Kompetensi personil/SDM dalkarhutla 

dan security belum sesuai dengan ketentuan; 3) Sarana prasarana dalkarhutla belum lengkap 

sesuai standar penyediaan minimal PermenLHK P.32 tahun 2016; dan 4) PT Narkata Rimba 

belum melaksanakan monitoring peringkat bahaya kebakaran (FDR/Fire Danger Rating). 

Nilai Kinerja 

Indikator 3.2 

: SEDANG dengan nilai mencapai 66,67%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk  

 

14. Indikator 3.3 :  

Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan 

1. Verifier 3.3.1 : Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air 

Bobot : D 

Nilai : Sedang  

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Prakiraan dampak penting yang perlu dikelola akibat pengusahaan PT Narkata Rimba sesuai 

dokumen AMDAL (2013), diantaranya erosi, beban sedimentasi, penurunan kualitas air 

permukaan, gangguan sistem aliran permukaan, dan perubahan tutupan lahan dan/atau 

degradasi vegetasi akibat debit aliran permukaan. 
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Prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak tanah dan air PT Narkata Rimba, diantaranya: 1) 

SOP Pemantauan Erosi (No. NR/LINGKUNGAN-3/A-0 Revisi 4 tanggal 10 Januari 2022); 2) SOP 

Pemantauan Debit Air dan Sedimentasi Sungai (No. NR/LINGKUNGAN-4/A-0 Revisi 1 tanggal 10 

Januari 2022); 3) SOP Pemantauan Kualitas Fisik Kimia Air Sungai (No. NR/LINGKUNGAN-4/A-0 

Revisi 2 tanggal 10 Februari 2022); 4) SOP Penanganan Limbah Domestik (No. NR/UMUM-13/A-

0 tanggal terbit 5 September 2017, Revisi 0); 5) SOP Pengelolaan Limbah B3 (No. 

NR/Bengkel&Gudang-3/A-0 Revisi 4 tanggal 10 Maret 2022); dan sebagainya. 

Sebagian prosedur belum merujuk dan mengadopsi aturan terbaru, diantaranya SOP 

Penanganan Limbah Domestik (No. NR/UMUM-13/A-0) belum mengacu pada PP RI No. 22 

Tahun 2021 dan PermenLHK No. 19 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Limbah 

NonBahan Berbahaya dan Beracun. Pada SOP Pengelolaan Limbah B3 (No. 

NR/Bengkel&Gudang-3/A-0) belum mengacu pada PermenLHK No. 6 tahun 2021 tentang Tata 

Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan PermenLHK P.12 

tahun 2020 tentang Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. 

2. Verifier 3.3.2 : Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air 

Bobot : D 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT Narkata Rimba telah menyediakan sarana prasarana pengelolaan dan pemantauan dampak 

terhadap tanah dan air. Sarana prasarana teknis sipil diantaranya: 1) Ombrometer di Persemaian 

(1˚24’59,397” N 116˚27’54,641” E) kondisi Baik; 2) TPS Limbah B3 (1˚21’20,144” N 

116˚32’14,046” E); 3) Bak erosi pada bekas jalan cabang dan jalan sarad blok RKT 2021 dan 

RKT 2022; 4) Sodetan telah dibuat pada setiap bekas jalan sarad (sampling: 1˚26’30,690” N 

116˚30’15,410” E); 5) Stik ukur tinggi muka air pada Sungai Ute (1˚21’53” N 116˚30’37” E). 

Secara teknis vegetatif telah dilakukan kegiatan penanaman kanan-kiri jalan tahun 2021 jenis 

Sungkai 1.500 batang, Meranti 6.500 batang, dan Kapur 3.200 batang, sedangkan tahun 2022 

berupa Sungkai 700 batang, Meranti 2.000 batang, dan Kapur 1.300 batang. PT Narkata Rimba 

juga telah melakukan pengayaan pada bekas blok RKT dengan jenis Meranti dan Sungkai. 

Adapun sarpras yang belum tersedia/belum optimal diantaranya belum ada termohygrometer 

(pengukur suhu dan kelembaban udara), TPS Limbah B3 belum memiliki izin pendirian dan 

rancang bangun/spesifikasi bangunan TPS Limbah B3 belum sesuai dengan ketentuan Lampiran 

I PermenLHK P.12 tahun 2020, alat pengukur tinggi muka air belum dipasang pada sungai-

sungai di blok RKT tahun berjalan, serta tempat sampah di areal camp belum dibedakan jenisnya 

(organik-anorganik).  

3. Verifier 3.3.3 : SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air 

Bobot : D 

Nilai : Baik 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Berdasarkan Struktur Organisasi PT Narkata Rimba per 30 Maret 2021, terdapat bagian/divisi 

bina lingkungan hutan/pembinaan hutan yang terdiri dari 7 personil, dengan ketua bagian atas 

nama Afrizal. Seluruh personil ini belum pernah mengikuti pelatihan kompetensi terkait 

pengelolaan dan pemantauan dampak tanah dan air secara resmi dari instansi terkait. Meskipun 

begitu, PT Narkata Rimba telah mengadakan pelatihan internal berupa pelatihan RIL (Reduce 

Impact Logging) pada tanggal 5 Maret 2021, 9 Maret 2022, serta 24 April 2022 dimana 

didalamnya juga menjelaskan mengenai materi pelatihan lingkungan. 

Lebih lanjut, PT Narkata Rimba juga memiliki 3 personil GANISPHL-BINHUT sebagai SDM yang 

berkualifikasi dan kompeten dalam pengelolaan dan pemantauan dampak tanah dan air, 

diantaranya: 1) Mulyadi (No. Register 23220007126, masa berlaku register 23 Desember 2022 

– 25 November 2027); 2) Simon, Amd (No. Register 03210002785, masa berlaku register 25 
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November 2022 – 25 November 2027); dan 3) Murni, Amd (No. Register 03220017836, masa 

berlaku register 24 Agustus 2022 – 24 Agustus 2025).  

4. Verifier 3.3.4 : Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan 

vegetatif) 

Bobot : D 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Rencana kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air PT Narkata Rimba telah tertuang 

dalam Dokumen RKL tahun 2013. Selama periode 24 bulan terakhir, poin-poin pengelolaan 

dampak tanah dan air yang telah dilaksanakan PT Narkata Rimba diantaranya: 1) PT Narkata 

Rimba telah melaksanakan kegiatan RIL berupa penanaman kakija, bekas jalan sarad, dan tanah 

kosong serta melaksanakan pembuatan sodetan pada setiap bekas jalan sarad; 2) Pembuatan 

trucuk atau turap pada daerah mudah longsor seperti pada blok RKT 2021 Petak P-14 sesuai BA 

Pemasangan Turap No. 02/BAP/Binhut-NR/IV/2022 tanggal 10 April 2022; 3) Pemeliharaan 

tanaman pada bekas blok RKT; 4) Tidak menebang di areal sempadan sungai maupun areal 

konservasi air lainnya.  

Adapun pengelolaan dampak yang belum optimal yakni dalam pengelolaan limbah (baik limbah 

domestik maupun limbah B3), yakni: PT NR telah membuat neraca limbah B3 dan bekerjasama 

dengan PT Berkat Jaya Sukses (pengumpul resmi limbah padat dan limbah cair). Meskipun 

begitu, TPS Limbah B3 belum memiliki izin pendirian TPS Limbah B3 dan pada gudang limbah 

padat belum ada penyekatan sesuai jenis limbahnya. Rancang bangun/spesifikasi bangunan TPS 

Limbah B3 belum sesuai dengan ketentuan Lampiran I PermenLHK P.12 tahun 2020. PT NR 

belum bekerjasama dengan DLH/desa desa setempat untuk pemusnahan limbah domestik 

(sampah anorganik). 

5. Verifier 3.3.5 : Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air 

Bobot : D 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Rencana pemantauan dampak tanah dan air PT Narkata Rimba termuat dalam Dokumen RPL 

tahun 2013. Selama periode 24 bulan terakhir, pemantauan dampak tanah dan air yang telah 

dilakukan diantaranya: 1) Pemantauan laju erosi pada bekas jalan cabang dan jalan sarad di 

bekas blok RKT 2018, 2019, 2020, dan 2021; 2) Pemantauan sedimentasi dan debit aliran sungai, 

3) Pemantauan kualitas air permukaan tahun 2021 di Sungai Telen dan tahun 2023 di Sungai 

Batam, 4) Pemantauan habitat perairan sungai di blok RKT 2021 dan RKT 2022; 5) Pemantauan 

curah hujan; dan 6) Pemantauan limbah B3. 

Kegiatan pemantauan dampak tanah dan air yang belum dilaksanakan sesuai rencana/aturan, 

diantaranya belum ada pemantauan kualitas udara ambient, belum dilakukan pemantauan 

kualitas air pada tahun 2022, Monitoring keluar-masuk limbah B3 (neraca limbah B3) belum 

disampaikan/dilaporkan secara langsung ke instansi terkait dan/atau melalui aplikasi 

SIRAJA/SIMPEL sesuai Pasal 32 PermenLHK P.12 tahun 2020 tentang Penyimpanan Limbah 

Bahan Berbahaya dan Beracun, serta belum ada pemantauan suhu dan kelembaban udara. 

6. Verifier 3.3.6 : Dampak terhadap tanah dan air 

Bobot : D 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Berdasarkan hasil uji laboratorium kualitas air pada tahun 2021 di Sungai Telen dan tahun 2023 

di Sungai Batam, diketahui seluruh inlet maupun outlet kedua sungai memiliki nilai COD 

(Chemical Oxygen Demand) yang berada diatas baku mutu PP RI No. 22 tahun 2021 (25 mg/L). 

COD merupakan parameter yang menunjukkan banyaknya oksigen yang digunakan untuk 
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oksidasi secara kimiawi. Nilai COD untuk perairan yang tidak tercemar biasanya <20 mg/L, 

sedangkan pada perairan tercemar bisa melebihi 200 mg/L.  

Ada/tidaknya dampak terhadap tanah dan air juga dapat dilihat melalui teknis pengelolaan limbah 

yang dilakukan karena limbah merupakan faktor yang secara langsung menjadi penyebab 

timbulnya dampak negatif terhadap tanah dan air. Berdasarkan observasi lapang, kegiatan 

pengelolaan limbah domestik maupun limbah B3 masih belum optimal, diantaranya TPS Limbah 

B3 belum didesain dengan rancang bangun sesuai Lampiran I PermenLHK P.12 tahun 2020, 

belum melaporkan neraca limbah B3 pada instansi terkait dan/atau melalui aplikasi 

SIMPEL/SIRAJA, belum bekerjasama dengan desa dan/atau DLH terdekat dalam kegiatan 

pengangkutan sampah anorganik/daur ulang, serta tempat sampah di areal camp belum 

dibedakan jenisnya antara organik dan anorganik sehingga implementasi pembuangan sampah 

masih bercampur.  

Nilai Kinerja 

Indikator 3.3 

: SEDANG dengan nilai mencapai 72,22%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk 

 

15. Indikator 3.4 :  

Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang (rare), terancam 

punah (threatened) dan endemik 

1. Verifier 3.4.1 : Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, 

terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/peraturan yang berlaku 

Bobot : D 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Selama periode 2 tahun terakhir, terdapat revisi terhadap prosedur identifikasi flora dan fauna 

yang berjudul Prosedur Operasional Standar Pemantauan Vegetasi (Flora) No. 

NR/LINGKUNGAN-1/A-0 tanggal terbit 4 April 2009, Revisi 3, tanggal revisi 10 Januari 2022 dan 

Prosedur Operasional Standar Pemantauan Satwa Liar (Fauna) No. NR/LINGKUNGAN-2/A-0 

tanggal terbit 4 April 2009, Revisi 3, tanggal revisi 10 Januari 2022. Prosedur identifikasi flora 

dilakukan dengan membuat JPP (Jalur Pengamatan Permanen) pada setiap strata tegakan 

(semai, pancang, tiang, pohon). Hasil identifikasi flora dilakukan analisis vegetasi/inventarisasi 

populasi melalui perhitungan kerapatan, frekuensi, dominansi, hingga INP, indeks 

keanekaragaman jenis, dan indeks kesamaan komunitas.  

Metode pemantauan satwa liar dilakukan di areal efektif produksi (blok RKT) dan areal non efektif 

(kawasan lindung) dengan metode JPP (jalur pemantauan permanen), metode pengamatan 

survei malam, dan metode identifikasi jejak satwa / survei jejak. Hasil pemantauan dilakukan 

inventarisasi populasi melalui perhitungan indeks kekayaan jenis, indeks kelimpahan jenis 

(heterogenitas). Prosedur belum merujuk ke IUCN Red List (Daftar Merah IUCN) yang terbaru 

saat ini per 2023 (versi 2022-2, di https://www.iucnredlist.org/). Rujukan pada prosedur yakni 

Appendices CITES (I,II,III) tanggal 22 Mei 2009 dimana Appendices CITES yang terbaru saat ini 

sudah per 2023 (tanggal 23 Februari 2023). 

2. Verifier 3.4.2 : Implementasi kegiatan identifikasi 

Bobot : D 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT Narkata Rimba telah melakukan identifikasi flora dan fauna dilindungi selama periode 2 tahun 

terakhir yang didokumentasikan dalam: 1) Laporan Pemantauan Satwa Liar tahun 2021 (pada 

JPP blok RKT 2016); 2) Laporan Pemantauan Satwa Liar tahun 2021 (pada JPP blok RKT 2021); 

dan 3) Laporan Pemantauan Satwa Liar tahun 2022 (pada JPP blok RKT 2021). Hasil pemantauan 

https://www.iucnredlist.org/
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telah dilakukan inventarisasi berupa perhitungan kerapatan relatif, indeks keanekaragaman jenis, 

dan indeks kelimpahan jenis untuk mengetahui tren populasi satwa. Hasil pemantauan satwa 

pada JPP blok RKT 2021 telah dilakukan pengkategorian status perlindungan/konservasinya 

sesuai PermenLHK P.106 tahun 2018, IUCN Redlist, dan Appendices CITES. PT Narkata Rimba 

belum melaksanakan pemantauan terhadap flora dilindungi selama periode 2 tahun terakhir. 

Nilai Kinerja 

Indikator 3.4 

: SEDANG dengan nilai mencapai 66,67%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk  

 

16. Indikator 3.5 :  

Pengelolaan flora untuk : 

1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. 

2. Perlindungan terhadap spesies flora dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah dan 

endemik. 

1. Verifier 3.5.1 : Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan 

perundangan yang berlaku 

Bobot : D 

Nilai : Sedang  

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Selama periode 2 tahun terakhir, tidak terdapat perubahan terhadap prosedur pengelolaan flora 

dilindungi yang berjudul Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Flora (No. Dok.: 

NR/LINGKUNGAN-14/A-0, 5 November 2010, Rev.0). Teknis pengelolaan flora sesuai prosedur 

dilakukan melalui identifikasi dan monitoring flora, pembinaan habitat alami dan populasi (alokasi 

dan penataan batas kawasan lindung, pemasangan pal batas dan papan nama), serta 

perlindungan habitat dan populasi dengan melakukan pengamanan hutan. Prosedur belum 

merujuk dan mengadopsi pada aturan perundangan PermenLHK 

P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua atas PermenLHK No. 

P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi. 

2. Verifier 3.5.2 : Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan 

Bobot : D 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Selama periode 2 tahun terakhir, implementasi pengelolaan flora dilindungi PT Narkata Rimba 

diantaranya pemeliharaan batas kawasan lindung, pemasangan papan nama kawasan lindung 

dan plang-plang perlindungan hutan, serta patroli areal kerja. 

Kegiatan pengelolaan flora dilindungi yang belum optimal diantaranya: 1) Identifikasi flora 

dilindungi belum dilaksanakan; 2) Selama periode 2 tahun terakhir, tidak terdapat penataan batas 

baru pada kawasan lindung, kegiatan yang dilakukan hanya pemeliharaan batas kawasan lindung; 

serta 3) Kegiatan pengamanan hutan belum intensif (dilihat dari masih adanya pengambilan kayu 

oleh masyarakat pada Blok RKT 2022). 

3. Verifier 3.5.3 : Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik 

Bobot : D 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Areal PT Narkata Rimba pada dasarnya memiliki akses yang cukup jauh dari pemukiman 

masyarakat sekitar sehingga tidak terindikasi adanya perladangan oleh masyarakat pada areal 

konsesi yang dapat mengancam kelangsungan habitat flora dilindungi di areal kerja. Meskipun 
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begitu, berdasarkan observasi lapangan oleh Auditor pada blok RKT 2022, ditemukan beberapa 

potongan kayu (gesekan kayu log) jenis Ulin (Eusideroxylon zwagery) pada beberapa titik, seperti 

pada koordinat Lokasi 1 (1˚20’31,917” N 116˚35’27,536” E), Lokasi 2 (1˚20’34,272” N 

116˚35’27,358” E), dan Lokasi 3 (1˚20’34,165” N 116˚35’27,218” E). PT Narkata Rimba belum 

melakukan identifikasi dan/atau penangkapan terhadap oknum yang melakukan pengambilan 

kayu ini. Meskipun Ulin tidak dikategorikan jenis dilindungi dalam PermenLHK P.106 tahun 2018, 

namun Ulin masih tergolong Rentan Punah (Vulnerable/VU) sesuai daftar merah IUCN. Oleh 

sebab itu, pengambilan kayu Ulin harus diawasi dan dibatasi. 

Nilai Kinerja 

Indikator 3.5 

: SEDANG dengan nilai mencapai 66,67%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk  

 

17. Indikator 3.6 :  

Pengelolaan fauna untuk : 

1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. 

2. Perlindungan terhadap spesies fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah dan 

endemik. 

1. Verifier 3.6.1 : Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan 

yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan 

Bobot : D 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Selama periode 2 tahun terakhir, tidak terdapat perubahan terhadap prosedur pengelolaan fauna 

dilindungi yang berjudul Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Fauna yang Dilindungi 

dan/atau Langka (Endangered), Jarang (Rare), Terancam Punah (Threatened) dan Endemik (No. 

Dok. NR/LINGKUNGAN-14/A-0 tanggal 5 November 2010). Prosedur kegiatan pengelolaan fauna 

dilakukan melalui identifikasi dan monitoring fauna, pembinaan habitat alami dan populasi 

(alokasi kawasan lindung, penataan batas kawasan lindung, pemasangan pal batas dan papan 

nama), serta perlindungan habitat dan populasi dengan melakukan pengamanan hutan. 

Prosedur belum merujuk dan mengadopsi pada aturan perundangan PermenLHK 

P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua atas PermenLHK No. 

P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi. 

2. Verifier 3.6.2 : Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan 

Bobot : D 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Selama periode 2 tahun terakhir, implementasi pengelolaan fauna dilindungi PT Narkata Rimba, 

diantaranya identifikasi fauna dilindungi, pemeliharaan batas kawasan lindung, pemasangan 

papan nama kawasan lindung dan plang-plang perlindungan hutan, patroli areal kerja, membuat 

koridor satwa dan embung air (untuk tempat minum dan berkubang satwa), penyediaan jenis 

bibit buah-buahan di persemaian, dan penanaman dengan jenis buah-buahan (kerantungan, 

durian).  

Kegiatan pengelolaan fauna dilindungi yang belum optimal yakni selama periode 2 tahun terakhir, 

tidak terdapat penataan batas baru pada kawasan lindung, kegiatan yang dilakukan hanya 

pemeliharaan batas kawasan lindung serta kegiatan penanaman pakan satwa dengan jenis buah-

buahan masih minim. 

3. Verifier 3.6.3 : Kondisi spesies fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik 

Bobot : D 
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Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: 

 

 

Berdasarkan hasil wawancara antara auditor sosial (Ir. Wasis Kuncoro) dengan Bapak Cornelius 

Keloat (Kepala Adat Dea Beq), tidak terdapat kegiatan perburuan oleh masyarakat kampung 

Benheas, Diak Lay, dan Dea Beq. Sedangkan wawancara dengan Bapak Kamruz Zaman (Kepala 

Adat Muara Wahau), terdapat perburuan kijang (Muntiacus atherodes), kancil (Tragulus kanchil), 

dan payau/rusa (Rusa unicolor) tetapi hanya sebatas untuk hobi/hiburan warga. Upaya yang 

dilakukan perusahaan untuk mencegah dan mengatasi gangguan fauna yakni melalui patroli 

pengamanan, penyediaan security dan regu dalkarhutla yang disertai sarana prasarana 

pendukung, sosialisasi kawasan lindung pada karyawan dan masyarakat sekitar, serta 

pemasangan plang-plang larangan berburu di areal kerja. 

Nilai Kinerja 

Indikator 3.6 

: SEDANG dengan nilai mencapai 66,67%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk  

 

 

D. KRITERIA SOSIAL 

 

18. Indikator 4.1 :  

Kejelasan Deliniasi Kawasan Operasional Perusahaan/Pemegang Izin dengan Kawasan Masyarakat 

Hukum Adat dan/atau Masyarakat Setempat 

 

1. Verifier 4.1.1 : Ketersediaan dokumen/laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH 

setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, 

dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin 

Bobot : Dominan 

Nilai : BAIK 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Pada periode Penilikan ke-2 (Tahun 2023), PT Narkata Rimba memiliki dokumen mengenai pola 

penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum 

adat dan/atau masyarakat setempat tertuang dalam beberapa dokumen antara lain : 

1. Pada Peta Sebaran Desa Binaan PT Narkata Rimba dengan skala 1:250.000 

2. Dokumen Pengkajian Desa Secara Partisipatif (PRA) Tahun 2009 

3. Terdapat Laporan Penilaian Nilai Konservasi Tinggi (High Conservation Value) Tahun 2015 

4. Laporan Monitoring Pos Satpam – Hasil Hutan Bukan Kayu Hingga  Tahun 2021 dan Tahun 

2022 

5. Laporan RKL-RPL Semester I dan II tahun 2021 & Tahun 2022 

6. RKUPHHK-HA PT Narkata Rimba periode tahun 2021-2030 

Hasil telaahan terhadap dokumen yang tersedia, dokumen PT Narkata Rimba yang ada telah 

memberikan informasi yang cukup lengkap terkait pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH 

setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat. 

Sedang rencana pemanfaatan SDH oleh PT Narkata Rimba tertuang dalam dokumen RKUPHHK-

HA periode Tahun 2021 - 2030; RKTUPHHK-HA Tahun 2021 dan RKTPH Tahun 2022 dan untuk 

rencana kelola sosial PT Narkata Rimba tertuang dalam Rencana Kegiatan CSR Tahun 2021 dan 

2022, serta telah dirinci kegiatannya pada masing-masing desa binaan. 

PT Narkata Rimba memiliki dokumen/laporan yang lengkap mengenai pola penguasaan dan 

pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau 

masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH. 
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2. Verifier 4.1.2 : Tersedia mekanisme pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan 

penyelesaian konflik batas kawasan 

Bobot : Co Dominan 

Nilai : SEDANG 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT Narkata Rimba telah memiliki mekanisme terkait penataan batas /rekonstruksi batas kawasan 

secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan dituangkan dalam :  

1. SOP Pemetaan Batas Partisipatif Nomor dokumen: NR/PMDH-03/A-0 Tanggal 3 November 

2009 

2. SOP Resolusi Konflik Nomor dokumen: NR/SOSIAL-7/A-0 Tanggal 10 Desember 2010 

3. SOP Penyelesaian Konflik Dengan Masyarakat Nomor dokumen: NR/SOSIAL-2/A-0 rev-1 

Tanggal 3 Mei 2018 

Seluruh SOP dalam penyusunannya telah memiliki sistimatika mencakup pengertian, tujuan, 

sasaran, penanggung jawab, masukan yang dibutuhkan, keluaran yang dihasilkan, waktu 

pelaksanaan, tahapan kerja hingga pelaporan. 

Hasil telaahan terhadap dokumen yang tersedia, SOP Penyelesaian Konflik yang ada sudah 

diketahui oleh aparat pemerintahan desa dan tokoh adat masyarakat,  sedangkan SOP Resolusi 

Konflik belum mengacu pada PermenLHK No. P.8 Tahun 2021 Lampiran V (Perdirjen PHPL P.5 

Tahun 2016), serta pada SOP Resolusi Konflik  tidak dicantumkan tanggal dibuat, diperiksa dan 

disetujui. 

3. Verifier 4.1.3 : Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat 

setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH 

Bobot : Dominan 

Nilai : SEDANG 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT Narkata Rimba telah memiliki mekanisme terkait pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum 

adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH yang dituangkan dalam : 

SOP kelola sosial (NR/SOSIAL-1/A-0); SOP Pemenuhan Kebutuhan Hak Dasar Masyarakat Lokal 

(NR/U&P-10/A-0) dan SOP Pemberian Fee Kepada Masyarakat  (Fee Produksi dan Dana Tali 

Asih)  (NR/Sosial-09/A-0). 

Seluruh prosedur telah disusun secara sistimatika mencakup Tujuan, Ruang Lingkup, 

Referensi/Acuan, penanggung jawab, prosedur kerja, pelaporan, monitoring dan hasil/output.  

Prosedur tersebut untuk mengakomodir hak atas pengelolaan sumberdaya alam dan hak-hak 

dasar lainnya (aktivitas masyarakat ke dalam areal untuk memenuhi hak ekonomi dan budaya 

tetap diperbolehkan).  

Hasil telaahan terhadap dokumen yang tersedia, SOP tersebut tidak lengkap karena tidak 

mencantumkan tanggal dibuat, diperiksa dan disetujui, selain itu referensi yang digunakan 

belum mengacu pada peraturan-peraturan yang berlaku. 

PT Narkata Rimba memiliki mekanisme mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum 

adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfataan SDH, namun tidak lengkap dan 

kurang jelas. 

4. Verifier 4.1.4 : Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/areal kerja unit manajemen 

dengan kawasan kehidupan masyarakat 

Bobot : Co Dominan 

Nilai : SEDANG 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Berdasarkan Peta Sebaran Desa PT Narkata Rimba skala 1 : 250.000, berdasarkan peta tersebut 

areal konsesi berada di dalam wilayah administratif 4 (empat) desa, yaitu Desa Benhes, Diak 

Lay;  Dabeq dan Desa Muara Wahau. Desa-desa tersebut berada di Kecamatan Wahau Kabupaten 

Kutai Timur. 
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Terdapat Berita Acara Kesepakatan 4 (empat) desa sekitar areal (Muara Wahau, Dabeq, Benhes 

dan Diak Lay) tanggal 5 Juli 2000, hasil kesepakatan menyebutkan bahwa batas desa 

berdasarkan batas alam (hulu anak sungai), sebagai dasar pembayaran Fee Kompensasi. 

Kesepakatan batas wilayah desa tersebut hanya sebatas di atas peta, sedangkan penataan batas 

di lapangan masih belum dilakukan  penataan batas secara partisipatif. 

Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Tata Batas, areal PT Narkata Rimba telah dilakukan 

Penataan batas luar dengan perusahaan sekitar, namun belum temu gelang, baru mencapai 

23,56 % karena adanya penambahan luas areal. 

PT Narkata Rimba memiliki sebagian bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan pemegang izin 

dengan batas kawasan yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat/ setempat. 

 

5. Verifier 4.1.5 : Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/KPH 

Bobot : Co Dominan 

Nilai : BAIK 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT Narkata Rimba dalam menjalankan kegiatan operasionalnya telah mendapat persetujuan dan 

dukungan dari  pihak Pemerintah (baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah) hal ini 

dibuktikan dengan adanya SK IUPHHK-HA PT Narkata Rimba, telah disetujuinya RKUPHHK-HA 

Periode tahun 2021 – 2030 dan RKTUPHHK-HA PT Narkata Rimba Tahun 2021 dan RKTPH Tahun 

2022, serta terdapat Berita Acara Kesepakatan Antara PT Narkata Rimba dengan masyarakat 

Desa Muara Wahau tanggal 1 Desember 2007, dan Berita Acara Kesepakatan Antara PT Narkata 

Rimba dengan masyarakat Desa Muara Wahau tanggal 30 April 2011. Pada dokumen ini 

dijelaskan mengenai biaya dan perhitungan kompensasi per m3. Kesepakatan ini juga berlaku 

untuk Desa Benhes, DiaqLay, Dea Beq. Selain itu terdapat Berita Acara Sosialisasi kegiatan 

operasional RKT Tahun 2021, 2022 dan 2023, sebelum perusahaan melakukan penebangan di 

Blok RKT. 

Hasil Wawancara dengan Wakil masyarakat sekitar areal diperoleh informasi bahwa pada 

prinsipnya masyarakat mendukung terhadap kegiatan operasional PT Narkata Rimba selama 

masih sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat dan dtandatangani. 

Pada areal PT Narkata Rimba masih terdapat potensi konflik terkait batas wilayah antar desa di 

areal PT Narkata Rimba akan tetapi potensi konflik yang ada masih dapat dikelola dengan baik. 

Nilai Kinerja 

Indikator 4.1 

: BAIK dengan nilai mencapai 80,95 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk  

 

19. Indikator 4.2 :  

Implementasi Tanggungjawab Sosial Perusahaan sesuai dengan Peraturan Perundangan yang Berlaku 

1. Verifier 4.2.1 : Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang relevan/berlaku 

Bobot : Dominan 

Nilai : BAIK 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT Narkata Rimba memiliki dokumen menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai 

dengan peraturan perundangan yang berlaku/relevan tertuang dalam : 

a) SK IUPHHK-HA PT Narkata Rimba 

b) RKUPHHK-HA PT Narkata Rimba Periode tahun 2021 – 2030  

c) RKTUPHHK-HA PT Narkata Rimba Tahun 2021 dan RKTPH Tahun 2022  

d) Rencana Kegiatan CSR  PT Narkata Rimba Tahun 2021 dan Tahun 2022  

e) Laporan Triwulan Kegiatan CSR PT Narkata Rimba Tahun 2021 & 2022 

f) Laporan Semesteran RKL & RPL PT Narkata Rimba Tahun 2021 & 2022 
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g) Kesepakatan dengan masyarakat sekitar terkait Fee Produksi Kayu/Tali Asih. 

Hasil telaahan terhadap dokumen yang tersedia, PT Narkata Rimba telah memiliki dokumen yang 

lengkap menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang relevan/berlaku. 

2. Verifier 4.2.2 : Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat 

Bobot : Dominan 

Nilai : SEDANG 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT. Narkata Rimba memiliki mekanisme terkait pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin 

terhadap masyarakat dituangkan dalam :  

a) SOP kelola sosial (NR/SOSIAL-1/A-0);  

b) SOP Kebijakan Dayak Punan (NR/U&P-7/A-0);  

c) SOP Pemenuhan Kebutuhan Hak Dasar Masyarakat Lokal (NR/U&P-10/A-0);  

d) SOP Pemberian Fee Kepada Masyarakat (Fee Produksi dan Dana Tali Asih). (NR/SOSIAL-

9/A-0) dan  

e) SOP Peningkatan Peran Serta masyarakat Lokal (NR/SOSIAL-6/A-0). 

Seluruh prosedur telah disusun secara sistimatika mencakup Tujuan, Ruang Lingkup, 

Referensi/Acuan, penanngung jawab, prosedur kerja, pelaporan, monitoring dan hasil/output  

Prosedur tersebut untuk mengakomodir hak atas pengelolaan sumberdaya alam dan hak-hak 

dasar lainnya (aktivitas masyarakat ke dalam areal untuk memenuhi hak ekonomi dan budaya 

tetap diperbolehkan). 

Hasil telaahan terhadap prosedur yang tersedia, SOP yang ada  tidak mencantumkan tanggal 

dibuat, diperiksa dan disetujui selain itu referensi yang digunakan belum mengacu pada 

peraturan-peraturan yang berlaku. 

3. Verifier 4.2.3 : Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap 

masyarakat dalam mengelola SDH. 

Bobot : Dominan 

Nilai : SEDANG 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Pada periode Penilikan ke-2 (Tahun 2023), PT Narkata Rimba telah melakukan kegiatan 

sosialisasi terhadap masyarakat sekitar terkait kegiatan operasional sebelum melakukan 

penebangan pada blok RKT tahun berjalan dengan bukti sebagai berikut : 

➢ Sosialisasi Rencana Penebangan di RKT 2021 di Km 53 tanggal 17 Februari 2021 (peserta 

9 orang). 

➢ Sosialisasi Rencana Penebangan di RKT 2022 di Km 53 tanggal 23 Februari 2022(peserta 

22 orang). 

➢ Sosialisasi Rencana Penebangan di RKT 2023 di Km 53 tanggal 17 Januari 2023 (peserta 

20 orang). 

Berdasarkan hasil telaahan terhadapat dokumen dan wawancara dengan Kepala Adat Desa Muara 

Wahau (Bpk. Kamruzzaman) dan Kepala Adat Desa Deabeq (Bpk. Cornelius Kelwat), sosialiasasi 

sudah dilakukan di desa setiap tahunnya seperti lokasi RKT, kebakaran (MPA), binatang yang 

dilindungi, namun untuk rencana kegiatan kelola social/program CSR belum disosialisasikan. 

PT Narkata Rimba telah melakukan sosialisasi terkait kegiatan operasionalnya kepada sebagian 

masyarakat sekitar, dan belum menjelaskan secara rinci terkait program kegiatan Kelola 

Sosial/CSR pada masing-masing desa. 

4. Verifier 4.2.4 : Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/implementasi hak-hak dasar 

masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH 

Bobot : Dominan 
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Nilai : SEDANG 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial PT Narkata Rimba terhadap 

masyarakat/implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat 

meliputi : 

1. Pembayaran Fee Produksi Kayu Bulat/Tali Asih sesuai kesepakatan 

2. Honor Aparat Desa dan Pengurus Adat desa sekitar (4 desa) 

3. Bantuan BBM untuk Patroli Karhutla Kec. Wahau dan Peresmian air terjun 

4. Bantuan kegiatan vaksinasi/Covid 19 di Kec. Wahau 

5. Bantuan Kegiatan Keagamaan (Natal & Tahun baru) 

6. Bantuan Pembangunan Sarana Ibadah (masjid/Gereja) 

7. Bantuan Acara Adat dan HUT RI 

8. Perbaikan Jalan desa Muara Wahau dan kegiatan lainnya sesuai proposal yang 

diajukan 

9. Pemanfaatan Tenaga Kerja Lokal/setempat (rata-rata sebesar 35,67 %) 

Hasil telaahan terhadap realisasi kegiatan CSR PT Narkata Rimba pada masyarakat sekitar Tahun 

2021 sebesar 18,67 % dan Tahun 2022 sebesar 4,47 %, rata - rata  11,57 %, persentase 

pencapaian masih sangat rendah dari yang direncanakan. 

PT Narkata Rimba telah merealisasikan sebagian pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap 

masyarakat/implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat. 

5. Verifier 4.2.5 : Ketersediaan laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin 

termasuk ganti rugi 

Bobot : Dominan 

Nilai : BAIK 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT Narkata Rimba memiliki laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial 

pemegang izin termasuk ganti rugi tertuang dalam : 

1. RKTUPHHK-HA PT Narkata Rimba Tahun 2021 dan RKTPH Tahun 2022  

2. Laporan Triwulan Kegiatan CSR PT Narkata Rimba Tahun 2021 dan Tahun 2022  

3. BA Pembayaran Fee Produksi Kayu/Tali Asih/Pembinaan Tahun 2021 - 2022 

4. BA Serah Terima Sumbangan/Bantuan realisasi kegiatan CSR Tahun 2021 & 2022 serta 

bukti Kuitansi. 

Hasil telaahan terhadap dokumen yang tersedia PT Narkata Rimba memiliki laporan/dokumen 

yang lengkap terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi. 

Nilai Kinerja 

Indikator 4.2 

: SEDANG dengan nilai mencapai  80,00 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk  

 

20. Indikator 4.3 :  

Ketersediaan Mekanisme dan Implementasi Distribusi Manfaat yang Adil Antar Para Pihak. 

1. Verifier 4.3.1 : Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang 

terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH 

Bobot : Dominan 

Nilai : BAIK 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Data dan informasi masyarakat yang terlibat, tergantung dan terpengaruh oleh aktivitas 

pengelolaan SDH PT Narkata Rimba Tahun 2021 - 2022 : 

a) Peta Sebaran Desa sekitar Areal Kerja PT Narkata Rimba Kabupaten Kutai Timur Provinsi 

Kalimantan Timur dengan skala 1:250.000 

b) Dokumen Pengkajian Desa Secara Partisipatif (PRA) Tahun 2009 untuk 4 desa Binaan 

c) Laporan HCV Tahun 2015 dimana masyarakat melakukan kegiatan pemanfaatan yang 

dikelola oleh perusahaan. 
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d) Laporan Monitoring Pos Satpam – Hasil Hutan Bukan Kayu Hingga  Tahun 2021 dan 2022 

e) Daftar karyawan PT Narkata Rimba Tahun 2021 - 2022 

f) Kerjasama dengan kontraktor rakit Ds Muara Wahau dan Supplier sayuran Ds Diaklay 

g) Berita acara serah terima pembayaran fee produksi kayu/Tali Asih 

h) BAST Kegiataan sosial (lengkap) 

 

PT Narkata Rimba memiliki data dan informasi  yang lengkap terkait masyarakat hukum adat 

dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan 

SDH. 

 

2. Verifier 4.3.2 : Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum 

adat dan/atau masyarakat setempat 

Bobot : Dominan 

Nilai : SEDANG 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Pada periode Penilikan ke-2 (Tahun 2023), PT. Narkata Rimba telah memiliki mekanisme terkait 

peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat 

setempat yang dituangkan dalam :  

a. SOP kelola sosial  

b. SOP Pemberian Fee Kepada Masyarakat (Fee Produksi dan Dana Tali Asih) 

c. SOP Peningkatan Peran Serta masyarakat Lokal 

d. SOP Pemenuhan Kebutuhan Hak Dasar Masyarakat Lokal 

Seluruh prosedur memiliki susunan yanag sistimatika seperti Tujuan, Ruang Lingkup, 

Referensi/Acuan, penanngung jawab, prosedur kerja, pelaporan, monitoring dan hasil/output.  

Hasil telaahan terhadap dokumen yang tersedia, SOP ini tidak mencantumkan tanggal dibuat, 

diperiksa dan disetujui sehingga belum legal dan lengkap. Selain itu referensi yang digunakan 

belum mengacu pada peraturan-peraturan yang berlaku, serta PT Narkata Rimba tidak memiliki 

mekanisme/SOP Pembuatan Perjanjian dengan masyarakat. 

3. Verifier 4.3.3 : Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan 

aktivitas ekonomi masyarakat 

Bobot : Co Dominan 

Nilai : BAIK 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT Narkata Rimba telah memiliki dokumen rencana peningkatan peran serta dan aktivitas 

ekonomi masyarakat yang dituangkan dalam dokumen: 

1. RKUPHHK PT Narkata Rimba periode tahun 2021-2030 

2. RKTUPHHK-HA PT Narkata Rimba Tahun 2021 dan RKTPH Tahun 2022 

3. Rencana Kegiatan CSR PT Narkata Rimba Tahun 2021 dan Tahun 2022 

4. Kesepakatan dengan masyarakat sekitar terkait Fee Produksi (Tali Asih dan Dana 

Pembinaan) 

5. Kerjasama Pengadaan dan Pembelian Sayur-mayur antara PT Narkata Rimba dengan Desa 

Diak Lay 

6. Kerjasama Perakitan dan Penarikan Kayu Bulat antara PT Narkata Rimba dengan ELSUF 

Hasil telaahan terhadap dokumen yang tersedia, PT Narkata Rimba memiliki dokumen rencana 

pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, 

yang lengkap dan jelas. 

4. Verifier 4.3.4 : Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat 

dan/atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran 
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Bobot : Dominan 

Nilai : SEDANG 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Pendekatan Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi  PT 

Narkata Rimba terhadap masyarakat sekitar : 

1. Dalam Realisasi CSR PT Narkata Rimba Tahun 2021 dan  2022, atau rata-rata sebesar 

10,45 %. 

2. Pemanfaatan Tenaga Kerja Lokal Tahun 2021 dan 2022, rata-rata sebesar  35,67 % 

3. Pemanfaatan kontraktor/Suplier dari lokal, atau sebesar 100 % 

4. Pembayaran Fee Produksi/Tali asih sesuai dengan kesepakatan 

Nilai Pendekatan terhadap Peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi  oleh PT Narkata 

Rimba sebesar : 

               (10,45 + 100 + 35,67) %  :  3  =   48,71% ( < 50 %) 

 

PT Narkata Rimba memiliki bukti implementasi sebagian (< 50%) kegiatan peningkatan peran 

serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat oleh 

pemegang izin. 

5. Verifier 4.3.5 : Keberadaan dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak 

Bobot : Dominan 

Nilai : BAIK 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT. Narkata Rimba memiliki laporan/dokumen yang lengkap terkait pelaksanaan distribusi 

manfaat kepada para pihak  (Karyawan, Kontraktor, Masyarakat dan Pemerintah/Negara), yang 

dituangkan dalam Rekap Gaji Karyawan, Realisasi Kegiatan Kelola Sosial, Pembayaran Fee 

Kompensasi, Pembayaran Upah kepada Kontraktor dan Pembayaran kewajiban kepada 

Pemerintah sesuai peraturan yang berlaku (seperti Pembayaran PBB, PPh 21, BPJS 

Ketenagakerjaan/Kesehatan dan DR/PSDH). 

Hasil telaahan terhadap dokumen yang tersedia, PT Narkata Rimba memiliki  laporan/dokumen 

yang lengkap terkait  pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak dalam hal ini Karyawan, 

Masyarakat/Kontraktor dan Pemerintah/Negara.  

 

Nilai Kinerja 

Indikator 4.3 

: BAIK dengan nilai mencapai 85,13 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk  

 

 

 

21. Indikator 4.4 :  

Keberadaan Mekanisme Resolusi Konflik yang Handal 

1. Verifier 4.4.1 : Tersedianya mekanisme resolusi konflik 

Bobot : Dominan 

Nilai : SEDANG 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT Narkata Rimba memiliki mekanisme resolusi konflik  tertuang dalam :  SOP Resolusi Konflik 

Nomor dokumen: NR/SOSIAL-7/A-0 dan SOP Penyelesaian Konflik Nomor dokumen: 

NR/SOSIAL-2/A-0 rev-1. 

Seluruh prosedur memiliki susunan yanag sistimatika seperti Tujuan, Ruang Lingkup, 

Referensi/Acuan, penanngung jawab, prosedur kerja, pelaporan, monitoring dan hasil/output. 
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Hasil telaahan terhadap SOP yang tersedia, SOP Penyelesaian Konflik sudah diketahui oleh aparat 

pemerintahan desa dan tokoh adat masyarakat, akan tetapi  SOP Resolusi Konflik belum 

mengacu pada Perdirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 atau Permen LHK Nomor P.8 

Tahun 2021 Lampiran V, serta dalam SOP tersebut tidak dicantumkan tanggal SOP tersebut 

dibuat, diperiksa dan disetujui.  

PT Narkata Rimba memiliki sebagian mekanisme resolusi konflik, akan tetapi masih kurang 

lengkap dan jelas, serta  belum merujuk pada peraturan perundangan yang berlaku. 

 

2. Verifier 4.4.2 : Tersedia peta konflik 

Bobot : Dominan 

Nilai : BAIK 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT Narkata Rimba memiliki Peta Sebaran Desa Sekitar Areal dengan skala 1:250.000 dimana 

areal operasional PT Narkata Rimba berada pada wilayah administrasi 4 (empat) desa yaitu Desa 

Benhes, Diak Lay, Dea Beq dan Muara wahau 

PT Narkata Rimba memiliki Peta Rawan Konflik  skala 1:50.000, dalam peta tersebut terdapat 

informasi konflik di areal PT Narkata Rimba.  

Berdasarkan Laporan Pemetaan Konflik PT Narkata Rimba semester I dan II tahun 2021 & 2022, 

Status Konflik ditingkat Kasus tergolong aman (0-36%) dengan persentase 26, 81%, dan Status 

di tingkat desa/UM berstatus Aman. 

PT Narkata Rimba memiliki Peta Rawa Konflik dan laporan Pemetaan Konflik yang telah mengacu 

pada Perdirjen PHPL Nomor P.5 Tahun 2016 serta telah melaporkan kepada Dinas Kehutanan 

Prov Kaltim & BPHL Wil XI Samarinda (ada bukti tanda terima). 

 

3. Verifier 4.4.3 : Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak 

Bobot : Dominan 

Nilai : SEDANG 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT Narkata Rimba memiliki Struktur Organisasi Penanganan Konflik sesuai dengan Surat 

Keputusan No 001/NR-CW/SK.CSR/I/2020 mengenai Struktur Organisasi Penanganan Konflik PT 

Narkata Rimba tanggal 26 Juni 2020.  

Pada dokumen ini dijelaskan penanngung jawab utama adalah Manager Camp (Sentot Gunawan) 

dibantu dengan Kabag CSR (Simon) dan Humas (Eduardus) serta telah melibatkan masyarakat, 

perusahaan sawit dan pihak lainnya. Untuk adimistrasi CSR dibantu oleh Niko Murtiono. 

Berdasarkan struktur organisasi status dari Bapak Simon sebagai Manager sertifikasi dan 

sebagai Kabag CSR, dengan demikian terjadi rangkap jabatan sehingga SDM yang ada belum 

memadai. 

Terkait pendanaan konflik PT Narkata Rimba memiliki alokasi dana yang memadai dan tidak 

memiliki kesulitan pembiayaan terkait penyelesaian potensi konflik dengan para pihak. 

PT Narkata Rimba memiliki Struktur organisasi Penanganan Konflik, akan tetapi jabatan yang ada 

dalam struktur organisasi tersebut masih terjadi perangkapan jabatan oleh 1 (satu) orang, 

sedang untuk pendanaan penyelesaian konflik PT Narkata Rimba telah mengalokasikan untuk 

penyelesaian konflik. 

4. Verifier 4.4.4 : Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi 

Bobot : Dominan 

Nilai : BAIK 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT Narkata Rimba memiliki Laporan Pemetaan Konflik Semester 1 & 2 Tahun 2022 yang telah 

mengacu pada Perdirjen PHPL P.5 Tahun 2016 dan telah disampaikan kepada Dinas Kehutanan 

Provinsi Kalimantan Timur dan BPHL Wilayah XI Samarinda (ada bukti tanda terima). 
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Berdasarkan Laporan Pemetaan Konflik Semesteran Tahun 2021 & Tahun 2022 PT Narkata 

Rimba, terdapat beberapa konflik/kasus dengan masyarakat sekitar yang telah diselesaikan, 

dilengkapi dengan dokumen kronologis penyelesaian konfliknya. 

PT Narkata Rimba memiliki dokumen/laporan yang lengkap terkait kronologis penyelesain konflik 

yang ada di arealnya. 

Nilai Kinerja 

Indikator 4.4 

: BAIK dengan nilai mencapai 83,33 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk  

 

 

22. Indikator 4.5 :  

Perlindungan, Pengembangan, dan Peningkatan,Kesejahteraan Tenaga Kerja 

 

1. Verifier 4.5.1 : Adanya hubungan industrial 

Bobot : Dominan 

Nilai : BAIK 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT Narkata Rimba telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) periode Tahun 2020 - 2022 dan 

telah disahkan Kepala Disnakertrans Provinsi Kalimantan Timur nomor: KEP 560/1499/B.PHI & 

JAMSOSTEK/2020 Tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Narkata Rimba tanggal 23 Juli 

2020, dengan masa berlaku hingga 21 Juli 2023. 

PT Narkata Rimba memiliki serikat pekerja yaitu Serikat Pekerja Narkata Rimba (SPNR) dengan 

pengurus yang terdiri dari lima orang, sesuai dengan lampiran pengesehaan PKB pada tahun 

2018 oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur no 

Kep.560/2209/B.PHI & Jamsostek/2018 tentang pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) 

antara PT Narkata Rimba dengan Serikat Pekerja narkata Rimba tanggal 19 Juli 2018. 

Pengurusnya sudah banyak yang resign (saat ini sudah tidak aktif). 

Tersedia Laporan Rekapitulasi Wajib Lapor Ketenagakerjaan PT Narkata Rimba Tahun 2020 dan 

Tahun 2021, serta telah disampaikan ke Disnakertrans. 

Implementasi Hubungan Industrial dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) yang 

ditandatangani oleh pihak Perusahaan dengan Karyawan bersangkutan pada saat baru masuk 

kerja sebagai karyawan Perusahaan. 

Hasil wawancara dengan bagian HRD dan wakil karyawan PT Narkata Rimba, diperoleh informasi 

bahwa PT Narkata Rimba telah merealisasikan seluruh hubungan industrial kepada karyawannya 

sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. 

2. Verifier 4.5.2 : Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja 

Bobot : Dominan 

Nilai : SEDANG 
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Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT  Narkata Rimba telah memiliki mekanisme terkait pengembangan kompetensi karyawannya 

tertuang dalam Peraturan Perusahaan periode 2020 -2022 Pasal 4 tentang Ruang Lingkup 

Peraturan Perusahaan (point 4 tentang kesempatan untuk meningkatkan kemampuan dan 

keterampilan kerja dan implementasinya dalam Rencana dan Realisasi Training Tahun 2021/2022 

dan Tahun 2022/2023. 

PT Narkata Rimba telah merealisasikan rencana pengembangan kompetensi pada tahun 2021 

dengan persentase kegiatan terealisasi 12,5 % dan peserta yang terealisasi 39,73 % dari rencana. 

Sedangkan pada tahun 2022 persentase kegiatan mencapai 37,5 % dan jumlah peserta 107 % 

dari yang direncanakan, sehingga rata-rata persentase pencapaian kegiatan sebesar 25,00 % 

dan persentase peserta sebesar 73,36 %. 

Sedang dalam pemenuhan Ganis PHPL PT Narkata Rimba memiliki 10 orang GANISPHPL terdiri 

dari Kurpet = 1, Canhut = 1 orang, Nenhut = 2, Binhut = 3 orang dan PKB-R = 3 orang (eksis 

hanya 2 orang), dan masih belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

PT Narkata Rimba telah memiliki mekanisme terkait pengembangan kompetensi karyawannya, 

namun baru sebagian mengimplementasikan. 

 

3. Verifier 4.5.3 : Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya 

Bobot : Dominan 

Nilai : SEDANG 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Berdasarkan SK Direktur PT Narkata Rimba Nomor SK.01/SKEP-Dir/III/2021 tanggal 30 Maret 

2021 tentang Struktur Organisasi PT Narkata Rimba 

Hasil telaahan terhadap dokumen yang tersedia diperoleh informasi bahwa selama periode tahun 

2021 - 2022, terdapat Implementasi peningkatan jenjang karir terhadap karyawannya, dan 

dilengkapi dengan sistem penilaian karyawan sesuai dengan mekanisme yang ada. 

Hasil wawancara dengan wakil karyawan PT Narkata Rimba, diperoleh informasi bahwa masih 

ditemukan karyawan kontrak yang lebih dari 2 (dua) periode, sementara jenis pekerjaannya 

bukan pekerjaan musiman. 

PT Narkata Rimba memiliki dokumen standar jenjang karir kepada karyawannya tertuang dalam 

Peraturan Perusahaan dan SOP Jenjang Karir, namun baru sebagian diimplementasikan. 

 

4. Verifier 4.5.4 : Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya 

Bobot : Dominan 

Nilai : BAIK 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Dokumen terkait Tunjangan Kesejahteraan Karyawan PT Narkata Rimba tertuang dalam 

Peraturan Perusahaan (PP) PT  Narkata Rimba periode 2020 – 2022, terdapat implementasi 

seperti : Pembayaran Gaji, Bukti Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan, Contoh Kartu Peserta BPJS 

Ketenagakerjaan/Kesehatan, serta fasiltas kesejahteran lainnya. 

Hasil wawancara dengan bagian HRD dan karyawan PT Narkata Rimba serta hasil observasi 

lapangan fasilitas kesejehteraan karyawan di Base Camp PT Narkata Rimba, diperoleh informasi 

bahwa PT Narkata Rimba telah mengimplementasikan seluruh tunjangan kesejahteraan 

karyawan yang tercantum dalam Peraturan Perusahaan (PP) kepada karyawannya, seperti 

pembayaran gaji yang lancar tiap bulan dan diatas UMK Kab. Kutim, sedangkan pemenuhan 

fasilitas seperti kantor, mess karyawan, kantin/dapur umum, dan sarana lainnya cukup memadai, 

di bidang Kesehatan di Base Camp memliki Klinik Perusahan dan dilengkapi tenaga medis (1 

orang mantri), apabila klinik tidak mampu pasien dirujuk ke Puskesma di Kecamatan Wahau 

dengan jarak 60 KM atau sekitar 2 jam perjalanan. 
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PT Narkata Rimba memiliki dokumen terkait tunjangan kesejahteraan karyawan tertuang dalam 

Peraturan Perusahaan PT Narkata Rimba Periode 2020 – 2022,  dan telah diimplementasikan 

seluruhnya. 

Nilai Kinerja 

Indikator 4.5 

: BAIK  dengan nilai mencapai 83,33 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk  

 

 

E. STANDAR VLK HUTAN 

23. Prinsip 1 :  

Kepastian areal IUPHHK- HA, IUPHHK-HT, dan Hak Pengelolaan 

1. Verifier 1.1.1.a : Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK). 

Nilai : MEMENUHI 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT Narkata Rimba memiliki SK IUPHHK-HA yaitu Surat Keputusan Menteri Kehutanan 

Republik Indonesia No. SK. 116/ MENHUT-II/2014 tanggal 30 Januari 2014 tentang 

Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 278/MENHUT-II/2008 tanggal 12 

Desember 2008, tentang Perpanjangan IUPHHK-HA PT Narkata Rimba atas Areal Hutan 

Produksi seluas ± 41.540 Ha serta penambahan seluas ± 23.569 Ha di Provinsi Kalimantan 

Timur, sehingga luasnya menjadi ± 65.925 Ha yang berlaku s/d 27 Maret 2054. Terdapat 

Lampiran Peta SK Menhut No.  SK. 116/MenhutII/2014 skala 1 : 100.000 yang ditandatangani 

oleh Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan. Surat Keputusan, Salinan Sesuai dengan aslinya 

ditandatangani oleh Kepala Biro Hukum dan Organisasai; Krisna Rya dan dibubuhi cap 

stempel basah Kementrian Kehutanan. 

Berdasarkan hasil telaah Peta Lampiran SK Menhut No. SK. 116/MenhutII/2014, tanggal 30 

Januari 2014 diketahui bahwa IUPHHK-HA PT Narkata Rimba terdiri dari Hutan Produksi 

Terbatas (HPT) seluas ± 56.525 ha dan Hutan Produksi Tetap (HP) seluas ± 9.400 ha.  

Selanjutnya dioverlaykan dengan Peta Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi 

Kalimantan Timur No. 79/Kpts-II/2001 tanggal 15 Maret 2001 dapat diketahui terdapat 

kesesuaian fungsi kawasan hutan. Berdasarkan Peta Fungsi Kawasan Hutan Provinsi 

Kalimantan Timur menunjukan bahwa areal Unit Kerja terletak dalam Kawasan Hutan 

Produksi Terbatas (HPT) dan Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP). 

Terdapat Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. 

SK. 527/MENLHK/SETJEN/HPL.0?8?2021 tanggal 30 Agustus 2021 tentang Perubahan 

Kedua atas Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 278/Menhut-II/2008 tanggal 12 Agustus 

2008 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam PT 

Narkata Rimba ATas Areal Hutan Produksi Seluas ± 41.540 Ha di Provinsi Kalimantan Timur. 

Berdasarkan SK diketahui bahwa nomenklatur IUPHHK-HA berubah menjadi Perizinan 

Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH). SK ditandatangani oleh Menteri Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan Republik Indonesia Siti Nurbaya. 

2. Verifier 1.1.1.b : Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IIUPHHK). 

Nilai : MEMENUHI 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Pada periode penilikan Ke-2 (Kedua) tidak terdapat perubahan pada dokumen SPP IUPHHK-

HA dan Bukti Setor Pembayarannya, yaitu bahwa PT Narkata Rimba terbukti telah memiliki 

dokumen SPP IIUPHHK-HA sebagai berikut : 

- SPP IIUPHHK pada Hutan Alam No. S.527/VI-BIKPHH/2008 tanggal 23 September 2008 

senilai Rp. 2.803.950.000,- atas areal seluas ±42.356,4 Ha. 

- SPP IIUPHHK pada Hutan Alam (Revisi) No. S.356/VI-BIKPHH/2013 tanggal 4 Maret 

2013 senilai Rp. 55.107.000,- 
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- SPP IIUPHHK pada Hutan Alam No. S.106/VI-BIKPHH/2014 tanggal 12 Februari 2014 

senilai Rp. 2.351.989.791,67; atas areal tambahan seluas ±23.569 Ha sehingga total 

areal menjadi ± 65.925,4 Ha 

Terdapat bukti setor atas SPP yang diterbitkan sebagai berikut : 

- Copy bukti pelunasan pembayaran Iuran IUPHHK PT Narkata Rimba melalui Bank BNI 

Cabang Tebet tanggal 20 Oktober 2008 sesuai SPP No. S.527/VI-BIKPHH/2008 tanggal 

23 September 2008 sebesar Rp. 2.803.950.000,- 

- Copy Bukti Transfer pelunasan Iuran IUPHHK PT Narkata Rimba melalui Bank BNI 

tanggal 15 April 2013 sesuai SPP No. S.356/VI-BIKPHH/2013 tanggal 4 Maret 2013 

senilai Rp 55.107.000,00 

- Copy Bukti Transfer pelunasan Iuran IUPHHK  PT Narkata Rimba melalui Bank BNI 

tanggal 06 Maret 2014 sesuai SPP No. S.106/VI-BIKPHH/2014 tanggal 12 Februari 

2014 senilai Rp. 2.351.989.792,- 

3. Verifier 1.1.1.c : Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada). 

Nilai : TIDAK DITERAPKAN (N/A) 

Ringkasan 

Justifikasi 

: Pada areal PBPH PT Narkata Rimba tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar 

PBPH atau Non Kehutanan. 

 

24. Prinsip 2 :  

Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah 

1. Verifier 

2.1.1.a 

: Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/ RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh 

pejabat yang berwenang, meliputi : 

- Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah 

hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut. 

- Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat 

yang berwenang atau yang disahkan secara self approval 

- Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut 

Nilai : MEMENUHI 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT Narkata Rimba memiliki dokumen RKUPHHK-HA Periode Tahun 2021 – 2030 yang telah 

mendapatkan persetujuan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Surat Keputusan 

No. SK. 1213/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/3/2021 Tanggal 30 Maret 2021 tentang Persetujuan 

Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi 

Periode Tahun 2021 – 2030 atas nama PT Narkata Rimba di Provinsi Kalimantan Timur.  Dokumen 

ditanda tangani oleh Pejabat an. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Plt. Direktur Jenderal 

PHPL, Dr. Ir. Bambang Hendroyono, MM/ NIP. 19640930 198903 1 001. Terdapat Lampiran Peta 

RKUPHHK-HA skala 1 : 50.000 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ganis PHPL Canhut Henrikus 

Tinus, S.Hut. Reg. 02156-11/CANHUT/XX/2016 dan diketahui oleh Direktur PT Narkata Rimba Ir. 

Andreas Nugroho Adi dan disetujui oleh Pejabat a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Dirjen PHPL u.b. Direktur Usaha Hutan Produksi Ir. Istanto, M.Sc. NIP 19621119 199003 1 001. 

Peta telah ditandatangani dan distempel. 

Selama periode audit Penilikan ke-2 terdapat dokumen RKTUPHHK-HA PT Narkata Rimba tahun 

2021 yang telah disahkan secara Self Approval oleh Direktur Utama PT Narkata Rimba dengan SK 

No. 01/Kpts/DIRUT-NR/RKT/2021, tanggal 13 April 2021 dan berlaku sampai dengan tanggal 31 

Desember 2021. Target penebangan yang diijinkan pada SK RKTUPHHK-HA tahun 2021 sebanyak 

15.971 pohon dengan volume 53.072,11 m3 serta target penebangan pada PWH sebanyak 568 

pohon dengan volume 320,71 M3 sehingga total target RKT tahun 2021 sebesar 53.392,82 M3. 

Terdapat lampiran peta RKTUPHHK-HA PT Narkata Rimba tahun 2021 yang dibuat dengan skala 1 

: 100.000 yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut. 
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Terdapat dokuen RKTPH Tahun 2022 dan Lampiran Peta skala 1 : 100.000 yang disahkan oleh 

Direktur Utama PT Narkata Rimba (Halim Rusli) melalui Surat Keputusan No. SK. 01/Kpts/DIRUT-

NR/RKT/2022 tanggal 11 Januari 2022. Dalam dokumen RKTPH Tahun 2022 disebutkan hal hal 

sebagai berikut : 

- Target tebangan RKT 2022 seluas 1.958,95 Ha sebanyak 7.694 pohon dengan volume 

27.233,94 m3. 

- Target PWH, Panjang Jalan Utama 12.897,37 m, Panjang Jalan Cabang 23016,15 m, junlah 

pohon 373 batang dengan volume 272,77 m2. 

- Target carry over seluas 488,15 Ha jumlah pohon 2.446 pohon sebesar 9.076,22 m3.  

- Target PWH carry over Panjang 17.229,38 m, Panjang jalan cabang 19.610 m 242 pohon 

volume 93,55 m3. 

Peta RKTPH 2023 dibuat oleh Ganis PH Canhut Iwan Kelana. 

Terdapat dokuen RKTPH Tahun 2023 dan Lampiran Peta skala 1 : 100.000 yang disahkan oleh 

Direktur Utama PT Narkata Rimba (Halim Rusli) melalui Surat Keputusan No. SK. 01/Kpts/DIRUT-

NR/RKT/2023 tanggal 17 Januari 2023. Dalam dokumen RKTPH Tahun 2023 disebutkan hal hal 

sebagai berikut : 

- Target tebangan RKT 2023 seluas 2.320,56 Ha sebanyak 7.374 pohon dengan volume 

20.659,86 m3. 

- Target PWH, Panjang Jalan Utama 7.260 m, Panjang Jalan Cabang 28.775 m, junlah pohon 

238 batang dengan volume 122,04 m2. 

Peta RKTPH 2023 dibuat oleh Ganis Kurpt Dedi Susanto diperiksa oleh Ganis PH Canhut Iwan 

Kelana 

2. Verifier 

2.1.1.b 

: Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di 

lapangan. 

Nilai : MEMENUHI 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Terdapat Peta Lampiran RKTUPHHK-HA tahun 2021, RKTPH Tahun 2022 dan 2023 Skala 1 : 

100.000 yang telah disahkan (sebagai satu kesatuan dengan pengesahan dokumen RKTPH),  yang 

menunjukkan adanya areal Kawasan lindung berupa : 

- Sempadan Sungai 

- Lereng Sangat Curam 

- KPPN/KKI 

- Buffer Zone Hutan Lindung 

- Home Range Satwa 

Namun demikian kawasan lindung yang berada pada blok RKT Tahun 2021 dan 2022  hanya berupa 

sempadan sungai diberi warna hjau. Sedangkan pada RKTPH Tahun 2023 kawasan lindung yang 

berada di blok tebangan berupa Sempadan Sungai Wahau diberi warna kuning. 

Hasil pengecekan lapangan atas batas Kawasan lindung Sempadan Sungai menunjukan bahwa 
Sempadan Sungai Wahau RKT 2023 terletak pada koordinat 1˚21’59,65’’LU dan 116˚36’25,84’’BT, Sempadan 

Sungai Blok D.22 RKT 2022 pada koordinat 1˚21’29,24’’LU dan 116˚35’21,21’’BT dan Sempadan Sungai Lele 

Blok  RKT 2021 pada koordinat 1˚26’52’’LU dan 116˚31’35’’BT.  Tanda Kawasan lindung yang dijumpaiu berupa  

plang dengan ukuran 20x40 cm berwarna biru dengan tulisan warna putih. 

3 Verifier 

2.1.1.c 

: Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan 

Nilai : MEMENUHI 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Dokumen RKTUPHHK-HA PT Narkata Rimba tahun 2021 yang telah disahkan secara Self Approval 

oleh Direktur Utama PT Narkata Rimba dengan SK No. 01/Kpts/DIRUT-NR/RKT/2021, tanggal 13 

April 2021 dan berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2021. Target penebangan yang 

diijinkan pada SK RKTUPHHK-HA tahun 2021 sebanyak 15.971 pohon dengan volume 53.072,11 

m3 serta target penebangan pada PWH sebanyak 568 pohon dengan volume 320,71 M3 sehingga 

total target RKT tahun 2021 sebesar 53.392,82 M3. Terdapat Lampiran peta RKTUPHHK-HA PT 
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Narkata Rimba tahun 2021 yang dibuat dengan skala 1 : 100.000 yang dibuat oleh Ganis PHPL 

Canhut. Lokasi tebangan telah diberi warna hijau dan distempel. Terdapat dokuen RKTPH Tahun 

2022 dan Lampiran Peta skala 1 : 100.000 yang disahkan oleh Direktur Utama PT Narkata Rimba 

(Halim Rusli) melalui Surat Keputusan No. SK. 01/Kpts/DIRUT-NR/RKT/2022 tanggal 11 Januari 

2022. Lokasi tebangan diberi warna hijau dan distempel yaitu Petak B-21 B-22 B-23 C-21 C-22 C-

23 H-19 H-20 H-21 H-22 H-23 H-24 I-19 I-20 I-21 I-22 I-23 J-19 J-20 J-21 J-22 K-19 K-20 K-21, 

lokasi pada petak Q-13 Q-14 Q-15 Q-16 P-15 P-16. Terdapat dokuen RKTPH Tahun 2023 dan 

Lampiran Peta skala 1 : 100.000 yang disahkan oleh Direktur Utama PT Narkata Rimba (Halim Rusli) 

melalui Surat Keputusan No. SK. 01/Kpts/DIRUT-NR/RKT/2023 tanggal 17 Januari 2023 dalam Peta 

blok tebangan diberi warna hijau dan distempel. Lokasi tebangan pada petak D-22 D-23 E-23 E-24 

E-25 E-26 E-27 E-28 F-24 F-25 F-26 F-27 F-28 F-29 G-25 G-26 G-27 G-28 G-29 H-25 H-26 H-27 

H-28 I-24 I-25 J-24 J-25 K-25.  

Hasil observasi lapangan menunjukan bahwa terdapat penandaan batas yang jelas pada petak dan 

blok RKT yaitu Plank Batas Blok RKT 2021 pada koordinat 1˚26’31,64’’LU dan 116˚30’11,53’’BT, Batas Petak 

M-13 I M-14 RKT 2021 pada koordinat 1˚26’16,9’’LU & 116˚30’33,1’’BT, Batas Petak L-14 I M-14 RKT 2021 

pada koordinat 1˚26’8,27’’LU dan 116˚30’40,82’’BT, Batas Petak M-13 I M-14 RKT 2021 pada koordinat 

1˚26’16,9’’LU dan 116˚30’83’’BT, Plank Batas Blok RKT 2022 pada koordinat 1˚20’19,33’’LU dan 116˚35’35’’BT, 

Batas Petak B-22/B-23 RKT 2022 pada koordinat 1˚20’19,2’’LU dan 116˚35’23,56’’BT, Batas Petak B-23/C-23 

RKT 2022 pada koordinat 1˚20’42,45’’ LU dan 116˚35’44,84’’BT,  Plank Batas Blok RKT 2022 pada koordinat 

1˚21’14,99’LU dan 116˚35’32’’BT dan Batas Petak D-23/E-24 RKT 2023 pada koordinat 1˚21’42,36’’LU dan 

116˚35’56,02’’BT, Tanda Plank Batas petak terlihat jelas dan rintisan batas petak masih terliha berupa cat 

warna birut, ukuran 30x40 warna dasar biru dengan tulisan putih, masih terlihat jelas di lapangan. Pada 

sebagaian tanda berupa Plank Batas blok dengan warna dasar biru, tulisan putih berupa Nama perusahaan, 

Tahun Blok RKT dan Luasan, ukuran 80x100 cm, kondisi baik. Batas blok RKT berupa tolet merah pada pohon 

dan adanya rintis batas selebar 2 meter. 

4 Verifier 

2.2.1.a 

: Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) 

dengan lampiran-lampirannya 

Nilai : MEMENUHI 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Terdapat dokumen RKUPHHK-HA Periode Tahun 2021 – 2030 atas nama PT Narkata Rimba  di 

Provinsi Kalimantan Timur yangi telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan melalui Surat Keputusan No. SK. 1213/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/3/2021 Tanggal 

30 Maret 2021 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan 

Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Periode Tahun 2021 – 2030 atas nama PT Narkata Rimba 

di Provinsi Kalimantan Timur.  Dokumen ditanda tangani oleh Pejabat an. Menteri Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan, Plt. Direktur Jenderal PHPL, Dr. Ir. Bambang Hendroyono, MM/ NIP. 19640930 

198903 1 001. Terdapat Lampiran Peta RKUPHHK-HA skala 1 : 50.000 yang dibuat dan 

ditandatangani oleh Ganis PHPL Canhut Henrikus Tinus, S.Hut. Reg. 02156-11/CANHUT/XX/2016 

dan diketahui oleh Direktur PT Narkata Rimba Ir. Andreas Nugroho Adi dan disetujui oleh Pejabat 

a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dirjen PHPL u.b. Direktur Usaha Hutan Produksi Ir. 

Istanto, M.Sc. NIP 19621119 199003 1 001. Peta telah ditandatangani dan distempel. 

 

 

 

Target volume tabangan selama jangka periode 2021 – 2030 sebagai berikut : 

No Blok TKTUPHHK-HA Etat Luas (Ha) Etat Volume (m3) 

1 2021 1.590 64.663,90 

2 2022 1.959 72.201,96 

3 2023 2.324 37.430,58 

4 2024 2.083 55.914,18 

5 2025 1.925 46.921,14 
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6 2026 1.891 52.459,22 

7 2027 1.600 51.235,94 

8 2028 1.870 45.159,35 

9 2029 2.033 38.147,15 

10 2030 1.685 29.820,22 

Jumlah 18.960 493.935,63 
 

5 Verifier 

2.2.1.b 

: Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang 

diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri 

Nilai : TIDAK DITERAPKAN (N/A) 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT Narkata Rimba merupakan pemegang IUPHHK dalam Hutan Alam dengan sistem silvikultur TPTI, 

bukan pemegang IUPHHK Hutan Tanaman yang melaksanakan penyiapan lahan untuk penanaman 

Hutan Tanaman Industri. Dengan demikian, verifier ini tidak dapat diterapkan/ not applicable. 

 

25. Prinsip 3 :  

Keabsahan perdagangan atau pemindah-tanganan kayu bulat 

1 Verifier 

3.1.1. 

: Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang 

Nilai : MEMENUHI 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Selama periode audit Penilikan ke-2 (April 2021 - Maret 2023) telah diterbitkan LHP sebanyak 70 

LHP untuk kayu bulat 9.679 batang dengan volume 41.736,42 m3. 

Ganis PH Penerbit LHP yaitu atas nama Suprayogi Register 04210007888 dengan masa berlaku 

sampai dengan tanggal 20 Januari 2023 dengan SK Direksi No. 07/Kpts/Dirut-NR/III/2020 tanggal 

17 Maret 2020 dan SK No. 03/Kpts/DIR-NR/IV/2021 tanggal 14 April 2021. Terdapat Surat 

Persetujuan Penugasan No. 110123077 an. Suprayogi (No. Reg. 04210007888) tanggal 24 Januari 

2023 oleh Kepala Balai BPHL Wilayah XI Samarinda dengan masa penugasan mulai 24 Januari 

2023 sd. 17 November 2027. Berdasarkan Surat Penempatan No.116019877074 tanggal 25 

Januari 2023 Suprayogi merupakan Pejabat Pembuat LHP dengan masa berlaku penempatan mulai 

25 Januari 2023 sd. 31 Desember 2023. 

Berdasarkan LMKB bulan Maret 2023 diketahui bahwa di TPK Hutan tidak tersedia stock kayu bulat 

yang telah di LHP kan, kayu bulat yang telah di LHP kan tersedia di TPK Antara Logpond Muara 

Wahau berjumlah 598 batang dengan volume 2.548,47 m3 dan di TPK Antara Loa Buah berjumlah 

712 batang dengan volume 2.740,17 m3. Uji petik kesesuaian fisik dan dokumen dilakukan di TPK 

Antara Logpond Muara Wahau atas kayu bulat berjumlah 100 batang oleh Ganis PH PKB-R Wakis 

dibantu oleh 2 orang scaller. Berdasarkan hasil uji petik diketahui bahwa tidak terdapat perbedaan 

jenis dan terdapat perbedaan volume sebesar 1,24 %. Untuk mengetahui ketertelusuran kayu bulat 

dilakukan uji petik lacak balak. Uji petik dilakukan terhadap 5 batang kayu bulat yang berada di TPK 

Antara Muara Wahau dari penebangan tahun 2022. Hasil uji petik menunjukan bahwa tunggul kayu 

dapat ditemukan di lapangan yaitu berasal dari Petak B.21 dan C. 23 Blok RKT Tahun 2022.  

2 Verifier 

3.1.2. 

: Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : 

a) TPK hutan ke TPK Antara 

b) TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, 

c) TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar 

Nilai : MEMENUHI 

Ringkasan 

Justifikasi 

: Selama periode audit Peniliakn ke-2 PT Narkata Rimba memiliki lokasi TPn, TPK Hutan dan dan 

TPK Antara yang telah ditetapkan oleh Direktur melalui Surat Keputusan Penetapan yaitu SK 
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 Penetapan TPK Antara Km 0 Logpond dan TPK Antara Loa Buah SK Direktur PT Narkata Rimba 

No.  03/Kpts/DIRUT-NR/II/2022 tanggal 28 Februari 2022, SK Penetapan TPn dan TPK Hutan SK 

Direktur PT Narkata Rimba No. 02/NR-DIRUT/Kpts/I/2020 tanggal 03 Januari 2020 dan SK Direktur 

No. 02/NR-DIRUT/Kpts/IV/2021 tanggal 13 April 2021 serta SK Penetapan TPn dan TPK Hutan SK 

Direktur PT Narkata Rimba No. 01/NR-DIRUT/Kpts/I/2022 tanggal 17 Januari 2023.  

Pada periode Penilikan ke-2 Petugas Penerbit SKSHHK yaitu :  

a. Ganis PHPL Penerbit SKSHHK di TPK Hutan atas nama Sahid dengan Register No. 

04210007205 berlaku sampai dengan 17 Januari 2023 dan SK Direktur PT Narkata Rimba No. 

04/Kpts/DIRUT-NR/III/2020 tanggal 02 Maret 2020 dan SK No. 04/Kpts/DIRUT-NR/IV/2021 

tanggal 14 April 2021. 

b. Ganis PHPL Penerbit SKSHHK TPK Antara Km. 0 Logpond atas nama Chris Natalian dengan 

Register No. 04200003181 berlaku sampai dengan 19 Desember 2023 dan SK Direktur PT 

Narkata Rimba No. 06/Kpts/DIRUT-NR/III/2020 tanggal 05 Maret 2020 dan  SK No. 05/Kpts/DIR-

NR/IV/2021 tanggal 16 April 2021. Untuk P3KB di TPK Antara Km 0 Logpond sesuai dengan 

SK Direksi No. 06/Kpts/DIR-NR/IV/2021 tanggal 16 April 2021. 

c. Ganis PHPL Penerbit SKSHHK TPK Antara Loa Buah atas nama Bonefasius Paru dengan 

Register No. 04210007084 berlaku sampai dengan 16 Januari 2023 dan SK Direktur PT Narkata 

Rimba No. 11/Kpts/DIRUT-NR/VIII/2019 tanggal 8 Agustus 2019 dan SK No. 08/Kpts/DIR-

NR/IV/2021 tanggal 16 April 2021. Untuk P3KB di TPK Antara Km 0 Logpond sesuai dengan 

SK Direksi No. 07/Kpts/DIR-NR/IV/2021 tanggal 16 April 2021. 

d. Ganis PH Penerbit SKSHHK di TPK Antara Km. 53 an. Bonefasius Paru No. Reg. 23230007084 

(berlaku Register 7 Januari 2023 sd. 18 November 2027) berdasarkan Surat Penempatan No. 

112779915990 tanggal 20 Januari 2023 (masa penempatan 20 Januari 2023 sd. 17 November 

2027). Bonefasius Paru memiliki Suear Persetujuan Penugasan No. 110123042 yang 

dikeluarkan oleh BPHL tanggal 18 Januari 2023 dengan masa penugasan mulai 18 Januari 

2023 sd. 17 November 2027). 

e. Ganis PH Penerbit SKSHHK di TPK Antara Km. 53 an. Wakis No. Reg. 23230005777   (berlaku 

Register 1 Januari 2023 sd. 16 November 2027) berdasarkan Surat Penempatan No. 

118351605147 tanggal 20 Januari 2023 (masa penempatan 20 Januari 2023 sd. 16 November 

2027). Wakis memiliki Suear Persetujuan Penugasan No. 110123044 yang dikeluarkan oleh 

BPHL tanggal 18 Januari 2023 dengan masa penugasan mulai 18 Januari 2023 sd. 16 

November 2027). 

Selama periode audit, PT Narkata Rimba telah melakukan penerbitan dokumen angkutan yang sah 

menggunakan dokumen SKSHHK sesuai ketentuan untuk melindungi kayu keluar dari TPK, yaitu: 

1. SKSHHK dari TPK Hutan menuju TPK Antara Km 0 Logpond menggunakan logging truck 

sejumlah 727 Set Dokumen dengan kayu sebanyak 8.950 Batang; Volume 41.111,26 M3. 

2. SKSHHK dari TPK Antara Km 0 Logpond menuju TPK Antara Loa Buah menggunakan Rakit 

sejumlah 20 Set Dokumen SKSHHK dengan kayu sebanyak 8.355 Batang; Volume 38.568,86 

M3. 

3. SKSHHK dari TPK Antara Loa Buah menuju Industri menggunakan rakit dan tongkang 

sejumlah 22 (tigabelas) Set dokumen SKSHHK dengan kayu sebanyak 8.793 Batang; Volume 

41.012,30 M3. 

Hasil uji silang antara dokumen SKSHHK dengan dokumen Kapal menunjukan adanya kesesuaian. 

3. Verifier 

3.1.3.a 

: Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak. 

Nilai : MEMENUHI 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

 

: PBPH PT Narkata Rimba menempelkan Label Barcode pada salah satu bontos kayu bulat yang 

diproduksi. Barcode berisi informasi tentang asal usul kayu bulat (nomor petak kerja, nomor 

pohon), jenis pohon, ukuran pohon (diameter dan tinggi pohon bebas cabang) yang dapat dibaca 

dengan menggunakan perangkat tertentu. Barcode ditempel di bontos kayu pada saat pengukuran 

dan menjadi identitas kayu bulat yang tercatat dalam Buku Ukur, LHP dan DKB.  
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Untuk mengetahui ketertelusuran kayu bulat dilakukan uji petik lacak balak. Uji petik dilakukan 

terhadap 5 batang kayu bulat yang berada di TPK Antara Muara Wahau dari tebangan tahun 2022. 

Dari kelima kayu bulat tersebut dicari posisi keberadaannya berdasarkan peta sebaran pohon. Hasil 

uji petik menunjukan bahwa tunggul kayu dapat ditemukan di lapangan yaitu berasal dari Petak 

B.21 dan C. 23 Blok RKT Tahun 2022. 

4. Verifier 

3.1.3.b 

: Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin 

Nilai : MEMENUHI 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Penatausahaan kayu PT Narkata Rimba diawali dari kegiatan ITSP dengan menempel identitas 

pohon (Barcode) dan mencatat pada LHC. Setelah pohon ditebang dan dilakukan pengukuran 

dimensi kayu bulat maka dibuatkan identitas kayu bulat ditempel sebagai Label Barcode berisi 

informasi tentang asal usul kayu bulat (nomor petak kerja, nomor pohon), jenis pohon, ukuran 

pohon (diameter dan tinggi pohon bebas cabang). Label Barcode menempel pada kayu bulat mulai 

dari tempat pengukuran (TPn) hingga tempat pengolahan. Informasi identitas kayu tersebut 

tercatat dalam Buku Ukur, LHP dan DKB yang disertakan dalam dokumen angkutan (SKSHHK). 

Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh PT Narkata Rimba (Lihat Verifier 3.1.1. dan 

3.1.3.a.). 

5. Verifier 

3.1.4 

: Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan 

lampirannya untuk hutan tanaman 

Nilai : MEMENUHI 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Selama periode audit Penilikan ke-2 (April 2021 - Maret 2023) PT Narkata Rimba telah melakukan 

penerbitan dokumen angkutan yang sah menggunakan dokumen SKSHHK sesuai ketentuan untuk 

melindungi kayu keluar dari TPK. Dokumen SKSHHK telah diarsipkan, terdapat arsip SKSHHK yaitu: 

1. Arsip SKSHHK dari TPK Hutan menuju TPK Antara Km 0 Logpond menggunakan logging truck 

sejumlah 727 Set Dokumen dengan kayu sebanyak 8.950 Batang; Volume 41.111,26 M3. 

2. Arsip SKSHHK dari TPK Antara Km 0 Logpond menuju TPK Antara Loa Buah menggunakan 

Rakit sejumlah 20 Set Dokumen SKSHHK dengan kayu sebanyak 8.355 Batang; Volume 

38.568,86 M3. 

3. Arsip SKSHHK dari TPK Antara Loa Buah menuju Industri menggunakan rakit dan tongkang 

sejumlah 22 (tigabelas) Set dokumen SKSHHK dengan kayu sebanyak 8.793 Batang; Volume 

41.012,30 M3. 

Penerbit SKSHHK yang tercantum dokumen dalam sesuai dengan Surat Penunjukan/Penempatan 

yaitu : 

a. Ganis PHPL Penerbit SKSHHK di TPK Hutan atas nama Sahid dengan Register No. 

04210007205 berlaku sampai dengan 17 Januari 2023 dan SK Direktur PT Narkata Rimba No. 

04/Kpts/DIRUT-NR/III/2020 tanggal 02 Maret 2020 dan SK No. 04/Kpts/DIRUT-NR/IV/2021 

tanggal 14 April 2021. 

b. Ganis PHPL Penerbit SKSHHK TPK Antara Km. 0 Logpond atas nama Chris Natalian dengan 

Register No. 04200003181 berlaku sampai dengan 19 Desember 2023 dan SK Direktur PT 

Narkata Rimba No. 06/Kpts/DIRUT-NR/III/2020 tanggal 05 Maret 2020 dan  SK No. 05/Kpts/DIR-

NR/IV/2021 tanggal 16 April 2021. Untuk P3KB di TPK Antara Km 0 Logpond sesuai dengan 

SK Direksi No. 06/Kpts/DIR-NR/IV/2021 tanggal 16 April 2021. 

c. Ganis PHPL Penerbit SKSHHK TPK Antara Loa Buah atas nama Bonefasius Paru dengan 

Register No. 04210007084 berlaku sampai dengan 16 Januari 2023 dan SK Direktur PT Narkata 

Rimba No. 11/Kpts/DIRUT-NR/VIII/2019 tanggal 8 Agustus 2019 dan SK No. 08/Kpts/DIR-

NR/IV/2021 tanggal 16 April 2021. Untuk P3KB di TPK Antara Km 0 Logpond sesuai dengan 

SK Direksi No. 07/Kpts/DIR-NR/IV/2021 tanggal 16 April 2021. 

d. Ganis PH Penerbit SKSHHK di TPK Antara Km. 53 an. Bonefasius Paru No. Reg. 23230007084 

(berlaku Register 7 Januari 2023 sd. 18 November 2027) berdasarkan Surat Penempatan No. 

112779915990 tanggal 20 Januari 2023 (masa penempatan 20 Januari 2023 sd. 17 November 

2027). Bonefasius Paru memiliki Suear Persetujuan Penugasan No. 110123042 yang 
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dikeluarkan oleh BPHL tanggal 18 Januari 2023 dengan masa penugasan mulai 18 Januari 

2023 sd. 17 November 2027). 

e. Ganis PH Penerbit SKSHHK di TPK Antara Km. 53 an. Wakis No. Reg. 23230005777   (berlaku 

Register 1 Januari 2023 sd. 16 November 2027) berdasarkan Surat Penempatan No. 

118351605147 tanggal 20 Januari 2023 (masa penempatan 20 Januari 2023 sd. 16 November 

2027). Wakis memiliki Suear Persetujuan Penugasan No. 110123044 yang dikeluarkan oleh 

BPHL tanggal 18 Januari 2023 dengan masa penugasan mulai 18 Januari 2023 sd. 16 

November 2027). 

Terdapat dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh P2SKSHHK.  

6. Verifier 

3.2.1.a 

: Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan 

Nilai : MEMENUHI 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Selama periode audit Penilikan ke-2 (April 2021 - Maret 2023) PT Narkata Rimba telah menerbitakan 

tagihan (SPP) DR dan PSDH sesuai dengan dokumen LHP yang dibuat dengan sistem SIPNBP. 

Operator SIM-PNBP atas nama Teresia Marselina Tani Tabo, sesuai dengan SK Direktur PT Narkata 

Rimba No. 08/Kpts/DIR-NR/V/2016 tanggal 10 Mei 2016. Rincian tagihan yang dibuat sebagai 

berikut : 

- Tagihan PSDH atas kayu bulat sebanyak 41.736,42 m3 senilai Rp 3.301.936.350.  

- Tagihan DR atas kayu bulat sebanyak 41.736,42 m3 senilai US$ 677.744,50. 

7 Verifier 

3.2.1.b 

: Bukti Setor DR dan/atau PSDH 

Nilai : MEMENUHI 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT Narkata Rimba telah melakukan pembayaran DR dan PSDH selama periode audit Penilikan ke-2 

(April 2021 - Maret 2023) sesuai dengan kode billing yang diterbitkan melalui dokumen SPP/ 

Rincian Pembuatan Tagihan dan terdapat Bukti Penerimaan Negara (BPN) dari SIPNBP SIMPONI 

serta terdapat bukti setor melalui Bank BNI Cabang Graha Pangeran Surabaya kepada rekening 

yang benar sesuai ketentuan.  Adapun total pembayaran SPP/ Rincian Pembuatan Tagihan DR dan 

PSDH sesuai dengan kode billing yang diterbitkan, dengan rincian sebagai berikut : 

- Pembayaran PSDH atas kayu bulat sebanyak 41.736,42 m3 senilai Rp 3.301.936.350.  

- Pembayaran DR atas kayu bulat sebanyak 41.736,42 m3 senilai US$ 677.744,50. 

8 Verifier 

3.2.1.c 

: Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan 

untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman. 

Nilai : MEMENUHI 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT Narkata Rimba telah melakukan pelunasan pembayaran DR dan/atau PSDH sesuai dengan 

dokumen tagihan PNBP yang diterbitkan. Data yang tercantum dalam dokumen telah sesuai 

dengan tarif yang berlaku untuk wilayah Kalimantan. 

Berdasarkan telaah dokumen diketahui bahwa besarnya tagihan tersebut didasarkan atas: 

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan 

Pajak Dana Reboisasi (DR) tanggal 14 Februari 2014 

2. Peraturan Menperindag Nomor 12/M-DAG/PER/3/2012 tentang penetapan harga patokan hasil 

hutan untuk penghitungan PSDH 

3. Peraturan Menperindag Nomor 22/M-DAG/PER/4/2012, tentang perubahan atas Permendag 

Nomor 12/M-DAG/PER/3/2012 tentang penetapan harga patokan hasil hutan untuk 

penghitungan PSDH tanggal 24 April 2012  

4. PermenLHK Nomor P.64/MenLHK/Setjen/Kum.1/12/2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang 

Penetapan Harga patokan Hasil Hutan untuk Perhitungan Provisi Sumberdaya Hutan dan Ganti 

Rugi Tegakan. 

9 Verifier 

3.3.1 

: Dokumen PKAPT 
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Nilai : TIDAK DITERAPKAN (N/A) 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2018 dinyatakan 

bahwa  Keputusan Menteri Nomor 68/MPP/KEP/2/2003 tentang Perdagangan Kayu Antar Pulau 

(PKAPT), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak diundangkan tertanggal 10 Agustus 2018.  

Dengan demikian, verifier 3.3.1. tidak diterapkan pada Penilikan ke 2 S PHL PT Narkata Rimba. 

10 Verifier 

3.3.2 

: Dokumen yang menunjukkan identitas kapal. 

Nilai : MEMENUHI 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Selama periode audit Penilikan ke-2 (April 2021 - Maret 2023) PT Narkata Rimba telah melakukan 

pengiriman kayu (penjualan) ke industri menggunakan menggunakan kapal sesuai dengan 

dokumen SKSHHK. Jumlah pengiriman yang dilakukan sebanyak 18 kali dengan kapal Atlantik Star 

88, Armad Kaltim 06, Puma 9, Puma KJ, Abunawas V, Armada Kalyim 07, Armada Kalyim 06, 

Atlantik Star 26, Atlantik Star 11, Yamdena 02 dan Atlantik Star 30. Berasarkan dokumen kapal 

diketahui bahwa seluruh kapal pengangkut kayu yang dikirimkan oleh PT Narkata Rimba 

berbendera Indonesia. 

11 Verifier 

3.4.1 

: Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan 

Nilai : MEMENUHI 

Ringkasan 

Justifikasi 

: PT Narkata Rimba telah memiliki Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) No. 

042.SPHPL.019-IDN dan Perjanjian penggunaan tanda V-Legal yang dikeluarkan oleh LPPHPL PT 

Trustindo Prima Karya.  Sertifikat PHPL PT Narkata Rimba dengan Predikat BAIK berlaku dari 

tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 3 Mei 2026.  

Tanda V-legal telah dibubuhkan pada dokumen SKSHHK bergambar Logo V-Legal bertuliskan 

“042.SPHPL.019-IDN LPPHPL-019-IDN”. Tanda V Legal juga dibubuhkan pada ID Barcode kayu 

bulan yang dipasang pada salah satu bontos kayu sebagimana terlihat pada kayu yang tersedia di 

TPK Antara Logpond Muara Wahau. 

 

26. Prinsip 4 :  

Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan. 

1. Verifier 4.1.1 : Dokumen AMDAL/DPPL/UKL- UPL/RKL-RPL 

Nilai : MEMENUHI 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT Narkata Rimba telah memiliki Dokumen AMDAL yang  terdiri atas Buku Kerangka Acuan 

(KA), Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Buku 

Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL). PT Narkata Rimba telah menyusun Kerangka Acuan 

(KA) ANDALdan telah mendapat persetujuan oleh Komisi Penilai AMDAL Provinsi Kaltim 

berdasarkan Keputusan Ketua Komisi Penilai AMDAL Provinsi Kalimantan Timur No. 

KAKT/008/KOMDAL-PROV./III/2013 tanggal 21 Maret 2013. Dokumen Analisis Dampak 

Lingkungan Hidup (ANDAL), dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan dokumen 

Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) untuk luas areal ± 68.000 Ha yang berlokasi di Desa 

Benhes, Dabeq, Diaklay dan Muara Wahau kecamatan Muara Wahau Kalimantan Timur  telah 

mendapat persetujuan oleh Komisi Penilai AMDAL Provinsi Kaltim berdasarkan Keputusan 

Ketua Komisi Penilai AMDAL Provinsi Kalimantan Timur No. 660/K.419/2013 tanggal 18 Juni 

2013. 

2. Verifier 4.1.2.a : Dokumen RKL dan RPL. 

Nilai : MEMENUHI 
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Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Hasil verifikasi perihal ketersediaan dokumen RKL dan RPL pada PBPH PT Narkata Rimba dapat 

disampaikan bahwa penyusunan Dokumen Lingkungan RKL dan RPL menjadi satu paket 

dengan kegiatan penyusunan dokumen AMDAL.   

Terdapat dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan dokumen Rencana 

Pemantauan Lingkungan (RPL) PT Narkata Rimba areal ± 68.000 Ha yang berlokasi di Desa 

Benhes, Dabeq, Diaklay dan Muara Wahau kecamatan Muara Wahau Kalimantan Timur  telah 

mendapat persetujuan oleh Komisi Penilai AMDAL Provinsi Kaltim berdasarkan Keputusan 

Ketua Komisi Penilai AMDAL Provinsi Kalimantan Timur No. 660/K.419/2013 tanggal 18 Juni 

2013 

3. Verifier 4.1.2.b : Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik- kimia, biologi dan 

sosial 

Nilai : MEMENUHI 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT Narkata Rimba telah melakukan pemantauan dan pengelolaan lingkungan sesuai dengan 

Laporan Pelaksanaan RKL RPL yang tersedia di Base Camp yaitu : 

- Laporan Pelaksanaan  Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan IUPHHK-HA PT Narkata 

Rimba Semester I (Januari – Juni 2021) telah disampaikan ke Dinas Kehutanan Provinsi 

Kalimantan Timur dengan tembusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan 

Timur dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Timur sesuai dengan tanda 

terima dokumen tanggal 24 Juli 2020 dan tanggal 19 Agustus 2021 

- Laporan Pelaksanaan  Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan IUPHHK-HA PT Narkata 

Rimba Semester II (Juli – Desember 2021) telah disampaikan ke Dinas Kehutanan 

Provinsi Kalimantan Timur dengan tembusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi 

Kalimantan Timur dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Timur sesuai 

dengan tanda terima dokumen tanggal 16 Februari 2022. 

- Laporan Pelaksanaan  Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan IUPHHK-HA PT Narkata 

Rimba Semester I (Januari – Juni 2022) telah disampaikan ke Dinas Kehutanan Provinsi 

Kalimantan Timur dengan tembusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan 

Timur dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Timur sesuai dengan tanda 

terima dokumen tanggal 24 Juli 2020 dan tanggal 8 September 2022 

- Laporan Pelaksanaan  Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan IUPHHK-HA PT Narkata 

Rimba Semester II (Juli – Desember 2022) telah disampaikan ke Dinas Kehutanan 

Provinsi Kalimantan Timur dengan tembusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi 

Kalimantan Timur dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Timur sesuai 

dengan tanda terima dokumen tanggal 20 April 2023. 

 

27. Prinsip 5 :  

Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan 

1. Verifier 5.1.1.a : Pedoman/prosedur K3 

Nilai : MEMENUHI 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT Narkata Rimba telah memiliki pedoman/ prosedur terkait K3 serta telah menunjuk staff atau 

personil yang bertanggungjawab terhadap implementasi pedoman K3 tersebut dilapangan. 

Terdapat dokumen SOP Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dengan dokumen No. 

NR/SFM&K3-2/A-0 yang diterbitkan tanggal 4 April 2009, dengan revisi ke-4 yang ditanda 

tangani pada tanggal 22 November 2022. Dokumen dibuat oleh Johan K. Diana selaku Kabag. 

Umum, diperiksa oleh Rudi Partana selaku Manager Camp dan disetujui oleh Ir. Andreas 

Nugroho selaku Direktur Operasional. 

Penetapan Struktur P2K3 pada PT Narkata Rimba menjadi satu dengan dokumen SOP K3 

dengan Susunan P2K3 sebagai berikut : 
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- Ketua                      :  Simon  

- Sekretaris                :  Rudi Partana 

- Seksi patrol/Inspeksi :  Mulyadi 

- Seksi Keselamatan    :  Johan K. Diana  

- Seksi Kesehatan       :  Nuhra 

- Seksi Peralatan         :  Paino 

2. Verifier 5.1.1.b : Ketersediaan peralatan K3 

Nilai : MEMENUHI 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT Narkata Rimba memiliki Daftar Sarana & Prasarana K3 yang meliputi  Sepatu boot 58 

pasang, Helm 37 pcs, Rompi 37 pcs, Baju Pemadam Kebakaran 2 pcs, Far Flug 3 pcs, Helm 

Merah 30 pcs, Mosker Moncong 30 pcs, Pelampung 3 pcs, Pengaman Wajah 5 pcs, Sepatu 

Boot 30 pasang, Sarung Tangan 30 pasang, Sepatu Pemadam 30 pasang, Celana Pelindung 

Khusus 6 pcs, Kacamata Las 2 pcs, Kaos Tangan Welder 2 pasang dan Baju Pelindung Welder 

2 pcs. Hasil pengechekan menunjukan bahwa perlatan K3 kondisinya bagus. 

3. Verifier 5.1.1.c : Catatan kecelakaan kerja 

Nilai : MEMENUHI 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT Narkata Rimba memiliki Catatan Kecelakaan Kerja berupa dokumen laporan bulanan 

Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Tahun 2021, Tahun 2022 dan tahun 2023 yang dibuat 

oleh Siti Rohmaniya Mahmudiyah (Bagian Umum dan Personalia)  dan diketahui oleh Sentot 

Gunawan (Manager Camp). Terjadi kecelakaan kerja pada  bulan Oktober 2022 seorang Helper 

Mekanik Boby Wedli Sensa terkena percikan pada saat membetel menyebabkan luka ringan di 

tangan. PT Narkata Rimba melakukan upaya pencegahan kecelakaan kerja melalui tindakan 

melaksanakan Morning Breefing yang dilakukan sebelum melakukan pekerjaan, melaksanakan 

pemasangan rambu -rambu himbauan keselamatan kerja ditempat tempat rawan kecelakaan 

kerja, melaksanakan pemasangan rambu-rambu lalu lintas di jalan utama, pemberian fasilitas 

dan peralatan APD serta peringatan untuk selalu menggunakan APD dalam berkerja, memasang 

peralatan komunikasi radio pada setiap unit kendaraan yang beroperasi di areal PT Narkata 

Rimba, menghimbau kepada masyarakat luar yang berada di areal perusahaan untuk ikut serta 

menjaga keselamatan dan kesehatan kerja dilingkungan masing masing.  

4. Verifier 5.2.1 : Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk 

atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. 

Nilai : MEMENUHI 

Ringkasan 

Justifikasi 

: Di lingkungan PT Narkata Rimba sampai dengan pelaksanaan audit Penilikan ke-2 diketahui 

tidak terdapat serikat pekerja. Terdapat dokumen yang menyatakan bahwa kepada karyawan 

PT Narkata Rimba diperbolehkan untuk berserikat dan jaminan ketenagakerjaan lainnya, yaitu 

sesuai dengan Surat Pernyataan Direktur Utama tanggal tanggal 01 Juni 2011. 

5. Verifier 5.2.2 : Ketersediaan Dokumen KKB atau PP 

Nilai : MEMENUHI 

Ringkasan 

Justifikasi 

: Peraturan Perusahaan PT Narkata Rimba yang telah disahkan tersebut telah dimuat dalam Buku 

Registrasi Pengesahan Peraturan Perusahaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Provinsi Kalimantan Timur No. 70/PSKP/BPHI & JSTK/2020 sebagaimana butir kedua SK Kepala 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur No. KEP.560/1499/B.PHI& 

JAMSOSTEK/2020 tanggal 23 Juli 2020 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Narkata 

Rimba. Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Narkata Rimba berlaku dari tanggal 22 Juli 2020 

sampai dengan tanggal 21 Juli 2022. 

Pada saat pelaksanaan kegiatan penilikan 2 masa berlaku Peraturan Perusahaan telah habis. 

Terdapat pasal yang mengatur perihal masa berlaku Peraturan Perusahaan habis yaitu Pasal 50 

bahwa apabila Peraturan Perusahaan ini telah berakhir masa berlakunya dan Peraturan 
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Perusahaan yang baru belum ada maka kedua belah pihak menyatakan tetap tunduk pada 

Peraturan Perusahaan yang lama sampai ada Peraturan Perusahaan yang baru untuk paling 

lama selama 1 tahun. 

6. Verifier 5.2.3 : Pekerja yang masih di bawah umur 

Nilai : MEMENUHI 

Ringkasan 

Justifikasi 

: Berdasarkan Daftar Karyawan PT Narkata Rimba tanggal 31 Maret 2023 diketahui bahwa jumlah 

keseluruhan karyawan sebanyak 100 orang. Karyawan termuda atas nama Marvindo Trie 

Icvanudyn bekerja sebagai Helper Tracktor lahir di Madiun pada 24 Maret 2004 (saat verifikasi 

pada penilikan 2 berumur 19 tahun dan 13 hari). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
RESUME HASIL PELAKSANAAN 

PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI 

 

F1-02.15  
 

Halaman 50 dari 51 
 

2. TOTAL NILAI KINERJA PHL 

3. N

o

. 

Indikator 
Nilai Kinerja 

Indikator 

Nilai Kematangan/ 

Bobot Indikator 

Nilai Kinerja Maksimal 

Indikator 

1. 1.1 Baik 3 3 

2. 1.2 Sedang 2 3 

3. 1.3 Sedang 2 3 

4. 1.4 Sedang 2 3 

5. 1.5 Baik 3 3 

6. 2.1 Baik 3 3 

7. 2.2 Baik 3 3 

8. 2.3 Sedang 2 3 

9. 2.4 Sedang 2 3 

10. 2.5 Baik 3 3 

11. 2.6 Sedang 2 3 

12. 3.1 Baik 3 3 

13. 3.2 Sedang 2 3 

14. 3.3 Sedang 2 3 

15. 3.4 Sedang 2 3 

16. 3.5 Sedang 2 3 

17. 3.6 Sedang 2 3 

18. 4.1 Baik 3 3 

19. 4.2 Sedang 2 3 

20. 4.3 Baik 3 3 

21. 4.4 Baik 3 3 

22. 4.5 Baik 3 3 

JUMLAH 54 66 

 

TOTAL NILAI KINERJA INDIKATOR 

 

54/66 x 100 % = 81,82 % (BAIK) 

Tidak terdapat verifier Dominan bernilai Buruk  

 

 

 

 

 

 

 

 




